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ABSTRAK

Pendistribusian Dana Program Keluarga Harapan (PKH)
dalam Perspektif Distribusi Islam (Studi Pada RW 09
Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu
Kota Bengkulu)

Oleh Iga Atriani, NIM. 1811130138

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana
pendistribusian dana PKH pada RW 09 Kelurahan Kandang
Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, untuk
mengetahui apa kendala dalam pendistribusian dana PKH
pada RW 09 dan untuk mengetahui bagaimana
pendistribusian dana PKH pada RW 09 dalam perspektif
distribusi Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian
lapangan (field research) dengan menggunakan metode
deskriptif  kualitatif. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1)
Pendistribusian dana PKH pada RW 09 dilaksanakan dengan
pendamping PKH menerima data calon KPM (Keluarga
Penerima Manfaat) PKH dari Dinas Sosial Bengkulu,
selanjutnya pendamping PKH melakukan sosialisasi,
memvalidasi, dan pertemuan kelompok. (2) Kendala yang
terjadi terkait dengan pendistribusian dana PKH yaitu terdapat
KTP dan KK KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH yang
tidak sinkron satu sama lain (3) Pendistribusian dana PKH
pada RW 09 adalah belum sesuai dengan distribusi Islam.
Karena belum memenuhi dua prinsip distribusi dalam Islam,
yaitu prinsip keadilan dan pemerataan, dan prinsip solidaritas
sosial, namun telah sesuai dengan prinsip persaudaraan dan
kasih sayang.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, Distribusi Islam
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ABSTRACT

Distribution of Family Hope Program (PKH) Funds in the
Perspective of Islamic Distribution (Study at RW 09 Kandang
Mas Village, Kampung Melayu District, Bengkulu City)

By Iga Atriani, NIM. 1811130138

The purpose of this study was to find out how the
distribution of PKH funds in RW 09, Kandang Mas Village,
Kampung Melayu District, Bengkulu City, to find out what the
obstacles were in distributing PKH funds to RW 09 and to
find out how the distribution of PKH funds to RW 09 in the
perspective of Islamic distribution. This type of research is a
field research using a qualitative descriptive method. Data
collection techniques used are observation, interviews, and
documentation. From the results of the study, it can be
concluded as follows: (1) The distribution of PKH funds in
RW 09 was carried out with PKH facilitators receiving data
on prospective PKH KPM (Beneficiary Families) from the
Bengkulu Social Service, then PKH facilitators carried out
socialization, validation, and group meetings. (2) Obstacles
that occur related to the distribution of PKH funds are that
there are KTP and KK KPM (Beneficiary Families) PKH that
are not in sync with each other (3) The distribution of PKH
funds in RW 09 is not in accordance with Islamic distribution.
Because it has not fulfilled the two distribution principles in
Islam, namely the principle of justice and equity, and the
principle of social solidarity, but it is in accordance with the
principles of brotherhood and love.

Keywords: Family Hope Program, Islamic Distribution
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan diartikan sebagai sebuah kondisi
ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan
pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin
kelangsungan hidup. Konsep kemiskinan tersebut
memperluas pandangan ilmu sosial tentang kemiskinan
yang bukan hanya sekedar sebagai  kondisi
ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhan pokok, tetapi juga kondisi ketidakberdayaan
sebagai akibat dari rendahnya kualitas kesehatan dan
kualitas pendidikan, rendahnya perlakuan hukum,
kerentanan terhadap tindakkejahatan (kriminal), resiko
menerima perlakuan negatif secara politik, dan terutama
ketidakberdayaan dalam upaya meningkatkan kualitas
kesejahteraannya sendiri.® Untuk mengukur kemiskinan,
Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs
approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang

sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk

! Elvira Handayani, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Kemiskinan Rumah Tangga di Sulawesi Utara”, Jurnal Pembangunan
Ekonomi dan Keuangan Daerah. Vol. 19 No. 03. 2018, h. 89-90



memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan
yang diukur dari sisi pengeluaran.

Masalah ~ kesejahteraan  sosial,  khususnya
kemiskinan, diperlukan upaya yang memadukan berbagai
kebijakan dan program pembangunan yang tersebar di
berbagai  sektor.  Pemerintah  Indonesia  melalui
Kementerian Sosial mengeluarkan suatu program jaminan
sosial yang dinamai dengan Program Keluarga Harapan
(PKH). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang
merupakan salah satu instansi pemerintahan yang
bergerak dibidang sosial. Program ini berupaya untuk
mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap
warga miskin di Indonesia. Pada tahun 2007 pemerintah
Indonesia telah melaksanakan Bantuan Tunai Bersyarat
(BTB) yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan
(PKH).

Menurut Peraturan Menteri  Sosial Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program
Keluarga Harapan Pasal 1. Yang dimaksud dengan
Program Keluarga Harapan adalah program pemberian
bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau
seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data
terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh

Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan



ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.?
Tujuan diberlakukannya PKH dalam jangka panjang
adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan, merubah
perilaku rumah tangga miskin yang relatif kurang
mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok
miskin, serta meningkatkan kualitas sumber daya
manusia.?

Islam memandang kemiskinan merupakan suatu
hal yang dapat membahayakan kelogisan berfikir, akhlak,
keluarga, dan juga masyarakat. Islam juga mengatur
tentang adanya bantuan yang diberikan kepada orang yang
membutuhkan. Secara bahasa bahwa distribusi berasal
dari kata dulah berarti perpindahan sesuatu dari satu
tempat ketempat lain atau sebutan untuk benda yang di
putar oleh suatu kaum. Kata tersebut juga berarti harta
yang harus diputar (didistribusikan). Adapun menurut

istilah, distribusi mengandung arti pembagian atau

2 peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2018 tentang Program Keluarga Harapan, h. 3

% Syahputra Adisanjaya, “Program Keluarga Harapan (PKH):
Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan”, Jurnal Riset
dan PKM. Vol. 4 No.1 2017, h. 90

* Abdul Basith, Ekonomi Kemasyarakatan: Visi & Strategi
Pemmberdayaan Sektor Ekonomi Lemah, (Malang: UIN Maliki Pres,
2012), h. 5



penyaluran sesuatu kepada orang atau pihak lain.> Adapun
instrumen distribusi pendapatan atau dikenal juga dengan
nama distribusi kekayaan dalam Islam baik berupa amalan
wajib maupun amalan sunnah, diantaranya adalah dalam
bentuk seperti pemberian zakat, infak, wakaf, waris,
sedekah, hibah dan hadiah. Namun pendekatan yang
paling terkait dengan pembahasan ini adalah hibah.
Sebagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) yang
dilaksanakan sekarang ini adalah dalam bentuk dana hibah
kepada masyarakat kurang mampu yang memenuhi
kriteria sebagai penerima bantuan dengan tujuan untuk
meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat

terlepas dari kemiskinan. Sebagaimana firman Allah:
ijs.q.ubo} ;LMUALS /N\uﬁjg\&gjlcu.us‘

a

LAJ Aﬂ\ 4;5 ;L,_u\ \}” UJSS.\.} LAJ es.uﬁ.\)ﬁ ,):/AL)A
YVY }qﬂm\ﬂeu\je&j\uy‘).\;w\jssu

Artinya: “Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka
mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang
memberi petunjuk (memberi taufig) siapa yang
dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang
baik yang kamu nafkahkan (di jalan allah),
maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan
janganlah  kamu membelanjakan sesuatu
melainkan karena mencari keridhaan Allah.
Dan apa saja harta yang baik yang kamu

® Muhammad Sharif Chaudhry, SISTEM EKONOMI ISLAM:
Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System), cet. |, (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2012), h. 45



nafkahkan, niscaya kamu akan diberi
pahalanya dengan cukup sedang kamu
sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)”
(Q.S. 2/al-Bagarah: 272)°

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika seseorang
menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk suatu
kebaikan, maka akan mendapat balasan dan tidak akan
mendapat kerugian. Dan manusia dianjurkan untuk
berinfak kepada sesama, khususnya kepada orang miskin,
yang mana mereka tidak dapat berusaha atau tidak mampu
memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun mereka tidak
meminta-minta.

Berdasarkan observasi awal pada RW 09
Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu
Kota Bengkulu, wawancara kepada Ibu Ita Hartati selaku
salah satu penerima bantuan PKH di RW 09 Kelurahan
Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota
Bengkulu, peneliti menemukan bahwa Program Keluarga
Harapan (PKH) pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu ini dari segi

penyalurannya masih kurang merata, karena masih

® Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, (Bandung:
CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 36



terdapat masyarakat miskin yang memenuhi kriteria yang
seharusnya dibantu, tetapi tidak mendapat bantuan PKH.’

RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan
Kampung Melayu Kota Bengkulu tentunya masih terdapat
permasalahan kemiskinan. Program Keluarga Harapan
(PKH) saat ini telah berjalan sesuai dengan yang
diharapkan, namun demikian tidak terlepas dari adanya
fenomena serta terdapat berbagai macam persoalan serta
hambatan di RW 09, adapun persoalan yang berkenaan
dengan PKH selama ini, seperti mengenai kevalidan data
kelayakan peserta PKH. Masyarakat mempersoalkan
adanya peserta atau calon peserta PKH yang dinilai bukan
miskin, sementara pada saat yang bersamaan ada
masyarakat yang dinilai miskin tetapi tidak terdata atau
tidak masuk calon peserta PKH. Hal ini mengakibatkan
pelaksanaannya tidak sesuai pedoman dan tidak tepat
sasaran. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berkewajiban
untuk memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan
kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan, bagi ibu
hamil/menyusui dan anak berusia O sampai 6 tahun. Bagi
anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, berkewajiban
mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran

paling sedikit 85% dari hari belajar efektif. Kemudian,

" Ita Hartati Peserta PKH, Wawancara pada tanggal 13
November 2021



bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai
dari 60 tahun dan penyandang disabilitas berkewajiban
mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai
dengan kebutuhan. Tetapi tidak jarang masih terdapat
KPM vyang belum mengikuti kegiatan di fasilitas
pendidikan dan kesehatan.

Islam telah mengatur semua secara menyeluruh
aspek kehidupan manusia, termasuk dalam aspek
ekonomi. Salah satunya adalah tercapainya keadilan
dalam pendistribusian harta, baik itu dalam kehidupan
sosial masyarakat maupun individu. Dalam ekonomi Islam
dijelaskan adanya prinsip distribusi yaitu salah satunya
prinsip pemerataan dan keadilan. Pemerataan dalam Islam
merupakan prinsip pokok dalam setiap aspek kehidupan
termasuk juga dalam aspek ekonomi. Dasar karakteristik
pendistribusian dalam Islam adalah adil dan jujur, karena
sekecil apapun perbuatan yang dilakukan semua akan
dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat.
Distribusi menjadi suatu kegiatan yang penting dalam
menjaga adanya keseimbangan dan keharmonisan. Tujuan
terpenting dalam distribusi adalah memenuhi kebutuhan
kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip
solidaritas di dalam masyarakat sehingga kesamaan dan

ketentraman masyarakat dapat direalisasikan, karena



distribusi yang tidak adil akan berdampak pada
kemiskinan dan meningkatkan kriminalitas.®

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas,
maka peneliti tertarik untuk mencoba melakukan
penelitian dengan judul “Pendistribusian Dana Program

Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Distribusi

Islam (Studi pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas

Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah
diuraikan diatas, maka yang menjadi perumusan masalah
dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendistribusian dana Program Keluarga
Harapan (PKH) pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu?

2. Apa kendala dalam pendistribusian dana Program
Keluarga Harapan (PKH) pada RW 09 Kelurahan
Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota
Bengkulu?

3. Bagaimana pendistribusian dana Program Keluarga
Harapan (PKH) pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dalam

perspektif distribusi Islam?

® Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta:
Erlangga, 2012), h. 132



C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana
Program Keluarga Harapan (PKH) pada RW 09
Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung
Melayu Kota Bengkulu.

2. Untuk mengetahui apa kendala dalam pendistribusian
dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada RW 09
Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung
Melayu Kota Bengkulu.

3. Untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana
Program Keluarga Harapan (PKH) pada RW 09
Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung
Melayu Kota Bengkulu dalam perspektif distribusi
Islam.

D. Kegunaan Penelitian
1. Secara Teoritis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat
menambah wawasan dan pengetahuan di bidang sosial
mengenai  distribusi, terutama distribusi  dalam
perspektif distribusi Islam. Penelitian ini juga
diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan referensi

bagi peneliti-peneliti lain berikutnya yang akan
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meneliti, khususnya tentang pendistribusian PKH
dalam perspektif distribusi Islam.
2. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi
sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak dan instansi
yang terkait untuk mengambil langkah yang tepat
dalam pendistribusian dana Program Keluarga
Harapan (PKH) agar pendistribusian Program
Keluarga Harapan (PKH) lebih terlaksana secara
optimal, sehingga dapat tersalurkan dengan tepat
sasaran.
E. Penelitian Terdahulu
1. Skripsi Aliamsa, Program Studi Hukum Tata Negara,
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada
tahun 2021, dalam penelitiannya yang berjudul
"Pendistribusian Program Keluarga Harapan (PKH)
di Desa Pompengan Tengah Kecamatan Lamasi
Timur Kabupaten Luwu". Penelitian ini menggunakan
jenis  penelitian  kualitatif, dengan pendekatan
sosiologis empiris (penellitian lapangan). Dari hasil
penelitian ini disimpulkan bahwa proses hingga
distribusi PKH di Desa Pompengan Tengah memang
sudah dilaksanakan sejak tahun 2013, sejauh ini
program PKH sudah berjalan dengan baik, meskipun

ada beberapa kendala di lapangan, diantaranya data
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yang digunakan data lama sehingga belum tepat
sasaran.’ Persamaannya dalam penelitan adalah sama-
sama membahas tentang PKH dan penelitian kualitatif.
Adapun perbedaannya adalah penelitian yang
dilaksanakan oleh Aliamsa adalah dengan pendekatan
sosiologis empiris (penelitian lapangan), sedangkan
peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.
2. Skripsi Meltesa Rapita, Jurusan Ekonomi Islam,
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada
tahun 2019, dalam penelitiannya yang berjudul
“Efektivitas Distribusi Bantuan Rehabilitasi Sosial
Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) Pada
Masyarakat Di Kecamatan Pino Raya (Studi Prinsip
Distribusi Dalam Ekonomi Islam)”. Penelitian ini
menggunakan jenis penelitian lapangan dengan
pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian
ini menunjukkan bahwa efektivitas distribusi bantuan
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
(RSRTLH) pada masyarakat di kecamatan Pino Raya
adalah jika dilihat dari segi pencapaian tujuan,
pencapaian kurun waktu bisa dikatakan efektif dan

untuk pencapaian sasaran target belum efektif,

® Aliamsa, Pendistribusian Program Keluarga Harapan (PKH) di
Desa Pompengan Tengah Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu,
(Skripsi, IAIN Palopo, 2021)
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dikarenakan belum sepenuhnya tepat sasaran. Dari
segi integrasi dikatakan belum efektif karena
kemampuan sosialisasi belum berhasil, adappun dari
segi adaptasi bisa disebut efektif karena bisa
menyelaraskan terhadap perubahan-perubahan yang
terjadi disaat realisasinya, dan efektivitas distribusi
bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
(RSRTLH) pada masyarakat di kecamatan Pino Raya
adalah yang terjadi belum sesuai dengan prinsip
distribusi dalam ekonomi Islam, karena belum
terwujud tujuan sosial yang sebenarnya, dan belum
adanya prinsip solidaritas sosial yang diterapkan.®
Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama
membahas tentang distribusi dan sama-sama jenis
penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif
kualitatif. Adapun perbedaanya ialah dalam penelitian
tersebut mengkaji tentang efektivitas distribusi
Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
(RSRTLH), sedangkan penelitian yang peneliti
lakukan adalah pendistribusian dana Program

Keluarga Harapan (PKH).

10 Meltesa Rapita, Efektivitas Distribusi Bantuan Rehabilitasi
Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) Pada Masyarakat Di
Kecamatan Pino Raya (Studi Prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Islam,
(Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019)
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3. Skripsi lka Irmayanti, Jurusan Ekonomi Islam,

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada
tahun 2018, dalam penelitiannya yang berjudul
“Sistem Pendistribusian Beras Miskin Dalam
Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat
Miskin Desa Tinggimae Kecematan Barombong
Kabupaten Gowa)”. Jenis Penelitian ini merupakan
deskriptif kualitatif. Menggunakan pendekatan studi
kasus (case study) dan didalamanya menggunakan
metode penelitian lapangan (data primer) dan riset
kepustakaan (data sekunder). Adapun hasil penelitian
ini yaitu : 1. Praktek distribusi beras miskin di Desa
Tinggimae Kecematan Barombong Kabupaten Gowa
tidak memenuhi indikator keberhasilan pendistribusian
raskin yaitu tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu, dan
tidak tepat harga. Berarti pendistribusian raskin di
Desa Tinggimae belum maksimal/berhasil. 2. Tinjauan
Ekonomi Islam dalam sistem pendistribusian raskin di
Desa Tinggimae Kecematan Barombong Kabupaten
Gowa, tidak sesuai dengan konsep distribusi dalam
Ekonomi Islam karena terdapat ketidakadilan dan
pemerataan dalam pendistribusian raskin kepada

masyarakat kurang mampu (miskin) di Desa
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Tinggimae."* Persamaan dari penelitian tersebut
adalah sama membahas tentang pendistribusian dan
penelitian lapangan. Perbedaannya vyaitu pada
penelitian yang dilakukan oleh lka Irmayanti adalah
untuk membahas bagaimana pendistribusian beras
miskin dalam upaya pengentasan kemiskinan,
sementara pada penelitian yang penulis teliti adalah
lebih difokuskan tentang bagaimana pendistribusian
PKH dan lebih menekankan pada perspektif distribusi
Islam.

4. Skripsi Siti  Paisah, Jurusan Ekonomi Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada
tahun 2019, dalam penelitiannya yang berjudul
“Analisis Efektivitas Penyaluran Program Keluarga
Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan
Di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing
Natal”. Penelitian ini menggunakan penelitian Mixed
Methods dengan pendekatan metode campuran antara
penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Hasil
penelitian ini  menyimpulkan bahwa efektivitas
penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam

menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Lingga

' |ka Irmayanti, Sistem Pendistribusian Beras Miskin Dalam
Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Miskin Desa
Tinggimae Kecematan Barombong Kabupaten Gowa) (Skripsi, UIN
Alauddin Makassar, 2018)
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Bayu kurang terlaksana secara efektif. Dikarenakan
masih ditemukan adanya kurang tepat sasaran dalam
penentuan/penetapan peserta PKH selain itu kurang
efektifnya pengalokasian dana PKH oleh peserta
membuat PKH tidak sesuai dengan tujuan program
PKH serta ada beberapa hambatan yang dirasakan oleh
pendamping PKH dan Peserta PKH antara lain:
banyaknya pengaduan dari masyarakat yang tidak
memperoleh bantuan atau tidak menjadi peserta PKH,
belum adanya kesadaran dari peserta, dan pencairan
bantuan PKH vyang sering tidak tepat waktu.™
Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang
akan saya lakukan adalah pada tema yang mana sama-
sama membahas tentang penyaluran bantuan sosial
Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan
perbedaan penelitian tersebut adalah penelitian
tersebut lebih fokus efektivitas pendistribusiannya,
namun dalam penelitian yang penulis teliti
pendistribusiannya menurut perspektif  distribusi
Islam.

5. Skripsi Fitriyana Nurmila Sari, Jurusan Hukum

Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden

12 Siti Paisah, Analisis Efektivitas Penyaluran Program Keluarga
Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan
Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal (Skripsi, UIN Sumatera Utara
Medan, 2019)
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Intan Lampung pada tahun 2019, dalam penelitiannya
yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang
Distribusi Dana Program Keluarga Harapan (PKH)
(Studi Di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan)”. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian lapangan (field
research) dalam penelitian kualitatif yang bersifat
deskriptif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa distribusi dana Program Keluarga Harapan
(PKH) vyang terjadi di Desa Karang Anyar
distribusinya tidak tepat sasaran dikarenakan data
PKH menggunakan data yang lama. Ditinjau dari
Hukum Islam bahwa distribusi dana PKH tidak sejalan
dengan prinsip keadilan dalam distribusi Islam karena
masih adanya masyarakat yang tergolong mampu
mendapatkan bantuan PKH tersebut. Distribusi dana
PKH penyaluran dananya melalui rekening peserta
Keluarga Penerima Manfaat (KPM), besar bantuan
yang diberikan komponen PKH berbeda-beda.
Bantuan dana PKH disalurkan dalam 1 tahun dalam 3
bulan atau 4 bulan, penyaluran bantuan PKH tersebut
hanya diberikan kepada masyarakat miskin saja.
Peraturan Menteri Sosial Rl Nomor 11 Tahun 2018
tentang penyaluran bantuan PKH, dimana masih

adanya masyarakat yang tergolong mampu juga
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mendapatkan bantuan tersebut, berarti penyaluran
bantuan PKH tersebut tidak sesuai dengan Peraturan
Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018.%°
Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang
Program Keluarga Harapan (PKH) dan menggunakan
penelitian lapangan (field research). Sedangkan
perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut lebih
fokus pada tinjauan hukum Islam pada penyaluran
PKH, sementara penelitian peneliti lebih difokuskan
pada pendistribusiannya.
F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis
penelitian lapangan (field research). Penelitian
lapangan merupakan penelitian yang membawa
peneliti secara langsung ke lapangan untuk
mengadakan pengamatan guna memperoleh informasi
yang diperlukan.'* Adapun pendekatan penelitian
dengan pendekatan deskriptif kualitatif karena

bertujuan untuk mendeskripsikan atau

B Fitriyana Nurmila Sari, Tinjauan Hukum Islam Tentang
Distribusi Dana Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Di Desa
Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)
(Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019)

1 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 26
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menggambarkan mengenai gejala, peristiwa atau
kejadian yang terjadi di masyarakat tentang distribusi
dana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam

perspektif distribusi Islam.

. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian
Adapun waktu dalam penelitian ini adalah
dilaksanakan mulai dari tanggal 13 November
2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022.
b. Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian adalah berlokasi di RW
09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung
Melayu Kota Bengkulu. Pemilihan lokasi
penelitian di RW 09 Kelurahan Kandang Mas
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu,
karena masyarakat di RW 09 sebagian besar
penduduknya bermata  pencaharian  petani,
pekebun, buruh bangungan, pedagang, dan usaha
kecil, serta terdapat masyarakat yang menerima
bantuan sosial PKH.
Informan Penelitian
Informan adalah subjek informasi atau
responden yang bertindak sebagai objek penelitian,
adalah pemberian informasi tentang apa Yyang

diinginkan peneliti yang berkaitan dengan penelitian
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yang sedang dilaksanakan. Teknik dalam pengambilan
informasi dalam penelitian ini adalah teknik total
sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan
sampel sama dengan populasi.”

Penelitian ini dilakukan secara total sampling,
dengan menggunakan seluruh populasi menjadi
sampel, yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
PKH pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Alasan
menggunakan teknik total sampling adalah karena
jumlah populasi kurang dari 100, oleh karena itu
seluruh populasi dijadikan sampel. Yang akan menjadi
informan dalam penelitian ini, 1 orang pendamping
PKH di RW 09 dan 17 orang peserta PKH. Dapat
dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1."°

Data informan penelitian

No. Nama Jabatan

1. | Deden Pendamping PKH
2. | Yusnita Wati Peserta PKH

3. | Suhaibatul Islamiah Peserta PKH

1> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,
Bandung: Alfabeta, 2020), h. 85.
16 Sumber: Pendamping PKH RW 09
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4. | Weni Narti Peserta PKH
5. | Sri Menanti Peserta PKH
6. | Putri Herlina Peserta PKH
7. | lta Hartati Peserta PKH
8. | Alfi Susanti Peserta PKH
9. | Nelyus Peserta PKH
10. | Suliyati Peserta PKH
11. | Herwijasanti Peserta PKH
12. | Yusmita Ayani Peserta PKH
13. | Misli Peserta PKH
14. | Marham Peserta PKH
15. | Marna Dewi Peserta PKH
16. | Eliharyanti Peserta PKH
17. | Rumini Peserta PKH
18. | Suryani Peserta PKH

Sumber: Pendamping PKH RW 09

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian adalah

sumber data yang diperoleh secara langsung

dari tempat penelitian, yakni berupa hasil

wawancara langsung terhadap informan yang
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telah ditetapkan peneliti, melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi pada pihak-pihak
yang tekait.
2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data
yang diperoleh secara tidak langsung yang
mampu memberikan tambahan serta penguatan
terhadap penelitian.!’” Data ini dapat diperoleh
dari perpustakaan, laporan dari penelitian
terdahulu (laporan penelitian ilmiah atau
jurnal), buku-buku, serta catatan berupa arsip-
arsip mengenai profil Kelurahan Kandang Mas
yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

b. Teknik Pengumpulan Data
1) Observasi

Observasi  merupakan  pengamatan
langsung terhadap objek untuk mengetahui
keberadaan objek, situasi, konteks dan
maknanya dalam upaya mengumpulkan data
yang diperlukan dalam penelitan.® Observasi
dalam penelitian ini dilakukan secara langsung

ke lokasi. Yang mana observasi dalam

7 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif Edisi
Kedua, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2005), h. 132.

® Djam’an Satori, Aan Komariah, Metodologi Penelitian
Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 104
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penelitian ini bertujuan untuk pengumpulan
data yang digunakan untuk mendapatkan data
primer dan untuk mendapatkan data awal atau
survei lokasi. Dimulai dengan peneliti
mendatangi lokasi dan mengamati secara
langsung, mengumpulkan fakta terkait objek
penelitian, kemudian mencatat  hasil
pengamatan dan didokumentasikan sebagali
hasil observasi.
2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik
pengumpulan  data untuk  mendapatkan
informasi melalui percakapan atau tanya jawab
dimana dua orang atau lebih bertatap muka dan
mendengarkan secara langsung mengenai
informasi-informasi  yang diperlukan oleh
peneliti.® Wawancara dilakukan kepada pihak-
pihak yang terkait langsung maupun tidak
langsung dalam persoalan tersebut. Maka
dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan
wawancara kepada orang yang terkait dengan

penelitian yang sedang dilaksanakan, yakni

% Djam’an Satori, Aan Komariah, Metodologi Penelitian
Kualitatif..., h.106
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pendamping PKH dan peserta yang menerima

bantuan PKH.

3) Dokumentasi
Dokumentasi merupakan suatu cara
yang digunakan oleh  peneliti  untuk
memperoleh data tentang apa yang akan diteliti
yang dapat diperoleh untuk menambah
pemahaman atau informasi  penelitian.?
Dokumentasi merupakan pelengkap dari
penggunaan metode observasi dan wawancara.
Dalam penelitian ini, dokumentasi yang
dimaksud adalah dokumen-dokumen yang
diperlukan untuk membantu kelengkapan dan
kebenaran data, diantaranya foto-foto observasi
yang peneliti lakukan, foto pada saat peneliti

melakukan penelitian.

5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini
adalah dengan analisis model Miles dan Huberman

meliputi sebagai berikut:*!

20 sygiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta,
2007), h. 329

! Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian
Kualitatif..., h. 218



24

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Dalam tahap ini merupakan tahap
mengumpulkan data penelitian mulai observasi
sampai selesai. Reduksi data merupakan data yang
didapatkan di lapangan jumlahnya cukup banyak.
Kata mereduksi data artinya data ini di rangkum,
memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan
pada bagian-bagian yang penting, dicari tema dan
polanya.”? Dalam tahap ini akan di dapat catatan-
catatan lapangan. Dimana dalam tahap ini penulis
akan melakukan penafsiran mengenai data yang
didapat dari lapangan. Dalam hal ini, data yang
dimaksud ialah data yang diperoleh berdasarkan
hasil wawancara, serta dokumen-dokumen yang
mendukung penelitian.

b. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data maksudnya, menyajikan
data yang sudah direduksi dalam bentuk teks yang
bersifat naratif, juga dapat berupa grafik, matrik,
network, dan chart. Pada tahap ini data yang telah
diperoleh di analisis dan di susun secara sistematis
agar data yang telah dikumpulkan akan bisa

menjawab dari masalah yang diteliti. Penyajian

%2 gugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D..., h.247
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data merupakan sekumpulan informasi tersusun
yang memberikan kemungkinan adanya penarikan
sekumpulan dan pengambilan tindakan. Dengan
penyajian data, peneliti akan mampu memahami
apa yang sedang terjadi maupun yang sudah terjadi
dan merencanakan apa yang harus dilakukan
selanjutnya berdasarkan pemahaman terhadap apa
yang sudah diamati.

Conclusion  Drawing/verification  (penarikan
kesimpulan)

Setelah data sebelumnya disajikan, maka
langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan.
Menarik kesimpulan artinya kita menganalisis data
yang telah diperoleh dari teknik analisis data
sebelumnya. Menarik kesimpulan vyaitu Kkita
menganalisis data yang telah diperoleh dari
penelitian untuk memperoleh mengenai fakta
sebenarnya yang akhirnya menjadi jawaban dari
rumusan masalah. Penarikan kesimpulan adalah
metode terakhir dalam pengelolahan dan analisis
data.
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G. Sistematika Penulisan

Bab | Pendahuluan, pada bab ini menguraikan
tentang pendahuluan yang menjadi pondasi dari setiap
penelitian yang berisi latar belakang masalah, batasan
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan
sistematika penelitian.

Bab Il, berisikan tentang kajian teori, berisi
pembahasan umum tentang topik atau pokok bahasan
yang menjelaskan mengenai pengertian distribusi dalam
Islam, tujuan distribusi Islam, prinsip distribusi Islam,
mekanisme distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam dan
Program Keluarga Harapan.

Bab Il1, berisi gambaran umum mengenai objek
penelitian. Berisi gambaran umum mengenai wilayah
penelitian. Berisi riwayat RW 09 Kelurahan Kandang Mas
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, visi misi
dan tujuan RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan
Kampung Melayu Kota Bengkulu, dan keadaan sosial
penduduk.

Bab 1V, berisi hasil penelitian dan pembahasan.
Menjelaskan analisis pendistribusian dana Program
Keluarga Harapan (PKH), kendala yang dihadapi selama
pendistribusian PKH dan pendistribusian dana Program
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Keluarga Harapan (PKH) dalam perspektif distribusi
Islam.

Bab V, berisi penutup, yang diberikan dengan
adanya kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang berisi
pemaparan berdasarkan hasil data yang diperoleh dan dari
analisis yang dilakukan. Sedangkan saran yaitu sebagai
suatu bahan pemikiran dari peneliti dengan harapan bisa

bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan.



BAB |1

KAJIAN TEORI

A. Distribusi Islam
1. Pengertian Distribusi dalam Islam

Menurut teori ekonomi Islam, secara bahasa
bahwa distribusi berasal dari kata dulah berarti
perpindahan sesuatu dari satu tempat ketempat lain
atau sebutan untuk benda yang diputar oleh suatu
kaum. Kata tersebut juga berarti harta yang harus
diputar  (didistribusikan). Dan menurut istilah,
distribusi mengandung arti pembagian atau penyaluran
sesuatu kepada orang atau pihak lain.?®

Terdapat adanya perbedaan antara sistem
ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam
dalam memaknai arti distribusi. Dalam ekonomi
konvensional, distribusi diartikan dengan Kklasifikasi
pembayaran-pembayaran berupa sewa, upah, bunga
modal dan laba, yang berhubungan dengan tugas-tugas
yang dilaksanakan oleh tanah, tenaga kerja, modal dan

pengusaha-pengusaha. Distribusi juga sering juga

2% Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip
Dasar (Fundamental of Islamic Economic System), cet. I, (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2012), h. 45

28
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diartikan sinonim dengan pemasaran (marketing), dan
terkadang dinamakan sebagai functional distribution.?*

Berbeda dengan itu, distribusi dalam ekonomi
Islam dimaknai lebih luas yang mencakup pengaturan
kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber
kekayaan. Islam memperbolehkan kepemilikan umum
(public proverty) dan kepemilikan pribadi (privat
proverty), dan meletakkan pada masing-masing
keduanya  aturan-aturan  untuk  mendapatkan,
menggunakan, dan memilikinya, serta aturan-aturan
tentang warisan, hibah, dan wasiat. Dalam ekonomi
Islam, distribusi lebih ditekankan pada penyaluran
harta kekayaan yang diberikan kepada beberapa pihak,
baik individu, masyarakat, maupun negara. Islam tidak
memperbolehkan distribusi barang atau jasa yang
dilarang seperti bunga modal dan bunga pinjaman
yang termasuk riba, hasil pencurian, khamar, bangkai,
babi, dan sebagainya.”®

Menurut Afzalur Rahman, dalam buku Idri
yang berjudul Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam
Perspektif Hadis Nabi, yang dimaksud dengan distribusi

adalah suatu cara di mana kekayaan disalurkan atau

24 1dri, Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi,
(Jakarta: Kencana, 2016), h. 128
% 1dri, Hadis..., h. 129-130
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dibagikan ke beberapa faktor produksi yang
memberikan kontribusi kepada individu-individu,
masyarakat, maupun negara.”®

Menurut Muhammad Anas Zarga, dalam Jurnal
Al-Amwal Naerul Edwin Kiky Aprianto yang berjudul
Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam
mengemukakan bahwa distribusi adalah suatu transfer
pendapatan kekayaan antara individu dengan cara
pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara lain,
seperti warisan, sedekah, wakaf, dan zakat. Ada
beberapa faktor yang menjadi dasar distribusi yaitu
tukar-menukar  (Exchange), kebutuhan  (need),
kekuasaan (power), sistem sosial dan nilai etika
(social system and sthical values).’

Menurut Rasulullah, distribusi terbagi menjadi
dua jenis, yaitu distribusi barang dan jasa yang berupa
penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari
produsen ke konsumen dan para pemakai dan
penyaluran sebagian harta kepada orang-orang yang
membutuhkan sebagai wujud solidaritas sosial. Kedua
jenis distribusi tersebut mempunyai perbedaan; yang

pertama bersifat profit taking (untuk mendapat

2% 1dri, Hadis..., h. 130

2" Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Kebijakan Distribusi Dalam
Pembangunan Ekonomi Islam”, Jurnal Al-Amwal, Nomor 2, Tahun 2016,
Volume 8, h. 443
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keuntungan) dan yang kedua non-profit taking (tidak
untuk mendapat keuntungan). Dalam arti, distribusi
jenis pertama dimaksudkan sebagai dapat dikonsumsi
oleh masyarakat luas dan orang yang mendistribusikan
mendapat laba (hasil) dari penjualan barang yang
didistribusikan. Adapun distribusi jenis kedua, orang
menyalurkan hartanya tidak mendapat pembayaran
atau keuntungan (profit) langsung, tetapi di hari
kemudian atau di akhirat. Kedua jenis distribusi
tersebut, sama-sama dianjurkan oleh Rasulullah.
Untuk distribusi yang pertama, misalnya, Rasulullah
melarang umat Islam menimbun barang dan tidak
mendistribusikannya ke pasar. Penimbunan barang
(intikar) biasanya dilakukan dengan tujuan untuk
dijual ketika barang sudah sedikit atau langka
sehingga harganya mahal. Penimbunan termasuk
aktivitas ekonomi yang mengandung kedzaliman dan
karenanya berdosa.?®

Jenis distribusi kedua dapat berupa zakat,
nafkah, shadagah, wasiat, hibah dan sebagainya.
Rasulullah sangat menganjurkan agar distribusi
kategori ini dilakukan oleh tiap muslim yang mampu.

Dalam sebuah hartanya sebelum datang suatu masa

28 |dri, Hadis..., h. 132-133
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ketika tidak ada orang yang mau menerimanya.
Sebagaimana sabdanya:
Sl S UATN Ut s (e g S iy RN iy
e o 3318 Y 2 sl Gl dldl Ll @
“Dari Ma’bad ibn Khalid, katanya: Aku mendengar
Haritsah ibn Wahab berkata, katanya: Aku mendengar
Rasulullah SAW bersabda, “Bersedekahlah, karena
(suatu saat akan datang masa) di mana seseorang
berjalan untuk memberikan sedekahnya, tetapi orang
yang akan diberinya (menolak) seraya berkata,
‘Seandainya kamu membawanya kemaren, niscaya
aku menerimanya, tetapi kalau saat ini aku tidak
membutuhkannya’. Maka tidak ada orang yang mau

menerima sedekah itu.” (H.R. al-Bukhari dan Muslim,
lafal Hadis tersebut riwayat al-Bukhari)®

Rasulullah sangat menganjurkan agar umat
Islam  mendistribusikan ~ sebagian  harta  dan
penghasilan mereka untuk membantu saudara-saudara
mereka yang berkekurangan dibidang ekonomi.
Ekonomi Islam memiliki kebijakan dalam distribusi
pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi maupun
antara individu masyarakat dan kelompoknya, di

samping pengembalian distribusi dalam sistem

%% |dri, Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi,
(Jakarta: Kencana, 2016), h. 133-134
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jaminan sosial yang diatur dalam ajaran Islam. Islam
menggariskan bahwa dalam harta pribadi terdapat hak-
hak orang lain yang harus ditunaikan dan ini tidak
dikenal dalam ekonomi konvensional. Sebagaimana

firman Allah:
}A/A’a, @ g‘y‘%/ A l;i_'/
\ﬂej);.d\jq:a\.uﬂd; /}A\L‘é}

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak
untuk orang miskin yang meminta dan
orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

(Q.S. 51/adz-Dzadriyat: 19)%

Ayat di atas menunjukkan bahwa umat Islam
yang memiliki harta tidak selayaknya menggunakan
harta itu untuk pemenuhan kebutuhan pribadi semata,
sebab di dalam harta itu terdapat hak masyarakat. Bagi
umat Islam yang berharta ada kewajiban untuk
mendistribusikan harta itu kepada orang lain,
khususnya mereka yang berkekurangan. Ekonomi
Islam menghendaki agar suatu barang didistribusikan
kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.
Karena tanpa pembagian kepada yang berhak
menerimanya, suatu barang tidak akan bisa dinikmati

oleh yang berhak menerima itu.*

*% Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, (Bandung:
CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 416
31 |dri, Hadis Ekonomi..., h.130



34

Jadi, menurut pandangan Islam distribusi
adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil
kekayaan, di mana agar sirkulasi kekayaan tersebut
dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat
melimpah dengan secara merata dan tidak hanya
beredar diantara golongan tertentu saja, serta
diharapkan dapat memberikan kontribusi ke arah
kehidupan manusia yang lebih baik.

Dasar Hukum Distribusi dalam Islam

Adapun dasar hukum distribusi terdapat dalam
firman Allah SWT dalam surah:

a. Distribusi Harta terdapat dalam Q.S. Al-Hasyr
(59):6

Fe e AR5 W 2w L) e Al (U

= > A;.ﬁ) 3~ ",C’:,/
TﬁgﬂcwdS‘ i‘m\jém

Artinya: “Dan apa saja harta rampasan (fai-i)
yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya
(dari harta benda) mereka, maka untuk
mendapatkan itu kamu tidak
mengerahkan seekor kudapun dan
(tidak pula) seekor untapun, tetapi
Allah yang memberikan kekuasaan
kepada Rasul-Nya terhadap apa saja
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yang dikehendaki-Nya. Dan Allah
Maha Kuasa atas segala sesuatu 32

b. Prioritas Pendistribusian Harta, Q.S. Al-Hasyr

(59):7

Ity 16 il Gl G 11505 e AT 26 G
ORY 58 Judl (il (ol el (ol gl
s 55348 Il &l Gy Ko ;mw Gn Al

V Tl L & &) 2 \ﬁ\J\}@ume&@

Artinya:

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang
diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari
harta benda) yang berasal dari
penduduk kota-kota maka adalah untuk
Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-
anak yatim, orang-orang miskin dan
orang-orang yang dalam perjalanan,
supaya harta itu jangan beredar di
antara orang-orang kaya saja di antara
kamu. Apa yang diberikan Rasul
kepadamu, maka terimalah. Dan apa
yang dilarangnya bagimu, maka
tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah amat keras
hukumannya”. 3

32 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, ..., h. 436
%3 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, ..., h. 436
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c. Q.S. Ali-Imron ayat 134:

Gy ei5ally 100 8 Gt Gl

Gl Cand 55 G e Guilal 1T

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan
(hartanya), baik di waktu lapang
maupun sempit, dan orang-orang yang
menahan amarahnya dan memaafkan
(kesalahan) orang. Allah menyukai
orang-orang yang berbuat
kebajikan”. 4

d. Q.S. Al-Bagarah ayat 3:
Loy slall Goady cialy (el Gl

\s
At e

v ot 2855

Artinya: “(yaitu) mereka yang beriman kepada
yang ghaib, yang mendirikan shalat,
dan menafkahkan sebahagian rezeki
yang Kami anugerahkan kepada
mereka”.®

Berdasarkan dalil Alquran di atas, maka dapat
dipahami  bahwa distribusi  merupakan  suatu
permasalahan  penting dan juga merupakan

permasalahan utama dalam ekonomi Islam.

** Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, ..., h. 53
%> Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, ..., h. 3
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3. Prinsip-prinsip Distribusi dalam Islam
Teori ekonomi mikro Islam, menyatakan
bahwa  distribusi  menempati  posisi  penting
dikarenakan pada pembahasan distribusi tidak hanya
berkaitan dengan aspek ekonomi tetapi juga berkaitan
dengan aspek sosial dan politik. Distribusi harta
kekayaan merupakan masalah yang sangat penting
dalam mewujudkan tercapainya pemerataan ekonomi
dalam masyarakat. Pentingnya distribusi harta
kekayaan dalam ekonomi Islam tidak berarti tidak
diperhatikannya keuntungan yang diperoleh dari
produksi. Agar distribusi memberikan arti yang
memadai, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip
distribusi sebagai berikut:*®

a. Prinsip Keadilan dan Pemerataan
Keadilan dalam Islam merupakan prinsip
pokok dalam setiap aspek kehidupan termasuk
juga dalam aspek ekonomi. Islam menghendaki
keadilan dalam distribusi pendapatan. Keadilan
distribusi merupakan tujuan pembangunan yang
menuntut  komitmen  umat Islam  untuk
merealisasikannya walaupun tidak bisa lepas dari

tingkat rata-rata pertumbuhan riil. Keadilan

% |dri, Hadis Ekonomi..., h. 150-154
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distribusi dapat tercermin pada adanya keinginan
untuk memenuhi batas minimal pendapatan riil,
yaitu had al-kifayah bagi setiap orang. Islam tidak
bertujuan pada terjadinya pendistribusian yang
berimbang, boleh saja terjadi selisih kekayaan dan
pendapatan setelah terpenuhinya had al-kifayah.
Akan tetapi, kebutuhan ini memenuhi ukuran
kebutuhan yang dapat menggerakkan orang untuk
bekerja.

Keadilan dalam distribusi dimaksudkan
sebagai suatu kebebasan melakukan aktivitas
ekonomi yang berada dalam bingkai etika dan
norma-norma Islam. Sesungguhnya kebebasan
yang tidak terbatas (laisez faire) sebagaimana yang
dianut oleh ekonomi kapitalis akan mengakibatkan
ketidakserasian antara pertumbuhan produksi
dengan hak-hak orang prang yang tidak mampu
dalam ekonomi sehingga mempertajam jurang
pemisah antara orang-orang kaya dan orang-orang
miskin yang pada akhirnya akan menghancurkan

tatanan sosial.*’

37 |dri, Hadis Ekonomi..., h.150
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Prinsip keadilan dan pemerataan dalam
distribusi Islam ialah mengandung maksud:®

1) Kekayaan tidak boleh dipusatkan pada
sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar
kepada seluruh masyarakat. Islam
menginginkann persamaan kesempatan dalam
meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan
sosial, kepercayaan, dan warna kulit.

2) Kedua, hasil-hasil produksi yang bersumber
dari kekayaan nasional harus dibagi secara
adil.

3) Ketiga, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya
harta kekayaan yang melampaui batas-batas
yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara
yang tidak benar. Untuk mengetahui
pertumbuhan dan pemusatan, Islam melarang
penimbunan harta (ihtikar) dan memerintahkan
untuk membelanjakannya demi kesejahteraan
masyarakat.

b. Prinsip Persaudaraan dan Kasih Sayang
Konsep persaudaraan (ukhuwah) dalam
Islam menggambarkan solidaritas individu dan

sosial dalam masyarakat Islam yang tercermin

%8 |dri, Hadis Ekonomi..., h.151
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dalam pola hubungan sesama Muslim. Rasa
persaudaraan harus ditanam dalam hati sanubari
umat Islam sehingga tidak terpecah belah oleh
kepentingan duniawi. Distribusi harta kekayaan
dalam Islam, sesungguhnya sangat memperhatikan
prinsip ini. Zakat, wakaf, sedekah infak, nafkah,
waris, dan sebagainya diberikan kepada umat
Islam agar ekonomi mereka semakin baik. Prinsip
persaudaraan dan kasih sayang ini digambarkan
dalam firman Allah, Q.S. 49/al-Hujurat: 10 sebagai
berikut:*

s 2&al o 1ALl 353 u}.m}d\ =N

ﬁ
,A,.A ..«

v Osea

Artinya:  “Sesungguhnya orang-orang mukmin
adalah  bersaudara  karena itu
damaikanlah antara kedua saudaramu
dan bertakwalah kepada Allah supaya
kamu mendapat rahmat.”

Persaudaraan dan Kkasih sayang akan
memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam
yang kadang-kadang mendapatkan hambatan dan
rintangan sehingga mereka dapat saja terpecah
belah dan saling bermusuhan. Allah memerintah

agar umat Islam senantiasa berpegang teguh

*° Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, ..., h. 412
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dengan tali agama Allah dan tidak bercerai-berali,
sebagaimana firman-Nya, Q.S. 3/Ali Imran: 103

sebagai berlkut

M\}ﬁ&\}\)ﬂﬁy‘jm&l\gﬁ&\w\}
dadle &l n Gl el AKY Kl

(,s;m)u\waﬁmgr_N <y GHA) iaay

P

\.rw““;sx,jmgesxmgmw;sw

Artinya:  “Dan  berpegang  teguhlah  kamu
semuanya kepada tali (agama) Allah
dan janganlah kamu bercerai-berai,
dan ingatlah akan nikmat Allah
kepadamu ketika kamu dahulu (masa
Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka
kamu menjinakkan antara hatimu, lalu
menjadilah kamu karena nikmat Allah
orang-orang yang bersaudara, dan
kamu telah berada di tepi jurang nereka
lalu Allah  menyelamatkan kamu
daripadanya. Demikianlah  Allah
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu
agar kamu mendapat petunjuk.”

Prinsip persaudaraan dan kasih sayang
tersebut tidak berarti bahwa umat Islam tidak
boleh melakukan aktivitas ekonomi dengan non-
Muslim.  Islam  memperbolehkan  umatnya
bertransaksi dengan siapa pun asalkan sejalan

dengan prinsip-prinsip transaksi Islam tanpa

* Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, ..., h. 50
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membedakan agama, ras, dan bangsa. Islam
menganjurkan persaudaraan dan kasih sayang
dalam distribusi agar supaya umat Islam menjadi
kuat baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya,
dan sebagainya.*
c. Prinsip Solidaritas Sosial

Prinsip solidaritas sosial merupakan salah
satu prinsip pokok dalam distribusi harta
kekayaan. Islam menghimbau adanya solidaritas
sosial dan menggariskan dan menentukannya
dalam suatu sistem tersendiri seperti zakat,
sedekah, dan lain-lain. Zakat dan sedekah
merupakan lembaga keuangan penting bagi
masyarakat Muslim dan memiliki peran pokok
dalam merealisasikan kepedulian sosial dan
redistribusi pendapatan antar-umat Islam. Selain
peran itu, zakat juga memiliki peran penting dalam
proses pembangunan ekonomi. Menurut Syawqi
Ahmad Dunya, zakat memiliki peran investasi
karena mengarah langsung kepada sumber daya
pengadaan produksi manusia dalam masyarakat.*

Prinsip solidaritas sosial dalam ekonomi

Islam mengandung beberapa elemen dasar, yaitu:

“1|dri, Hadis Ekonomi..., h.152-153
2 |dri, Hadis Ekonomi..., h.153
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(@) sumber daya alam harus dinikmati oleh semua
makhluk Allah, (b) adanya perhatian terhadap fakir
miskin terutama oleh orang-orang kaya, (c)
kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya beredar
dikalangan orang-orang kaya saja, (d) adanya
perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang
lain, (e) umat Islam yang tidak punya kekayaan
dapat menyumbangkan tenaganya untuk kegiatan
sosial, (f) larangan berbuat baik karena ingin dipuji
orang (riya), (g) larangan memberikan bantuan
yang disertai dengan perilaku menyakiti, (h)
distribusi zakat harus diberikan kepada orang-
orang yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an
sebagai pihak yang berhak menerimanya
(mustahiq zakat), (i) anjuran untuk mendahulukan
distribusi harta kepada orang-orang yang menjadi
tanggungan kemudian kepada masyarakat, (j)
anjuran agar distribusi disertai dengan doa agar
tercapai ketenangan batin dan kestabilan ekonomi
masyarakat, dan (k) larangan berlebihan (boros)

dalam distribusi ekonomi dikalangan masyarakat.*?

3 |dri, Hadis Ekonomi..., h.153
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4. Tujuan Distribusi dalam Islam
Sistem distribusi dalam ekonomi Islam datang
dengan merealisasikan tujuan yang mencakup
berbagai bidang kehidupan. Secara umum sistem
distribusi dalam Islam merealisasikan tujuan umum
syariat Islam (magashid Asy-syariah). Berikut tujuan-
tujuan distribusi dalam Islam dapat dikelompokkan
kepada:**

a. Tujuan Dakwah
Yang dimaksud dakwah disini ialah
dakwah kepada Islam dan menyatukan hati
kepadanya. Tujuan dakwah dalam distribusi
pendapatan bisa dilihat dari adanya penyaluran
zakat. Misalnya, penyaluran zakat kepada para
muallaf. la memiliki tujuan dakwah untuk orang
kafir yang diharapkan keislamannya dan mencegah
keburukannya, atau orang Islam yang diharapkan
bisa bertambah kuat iman dan keislamannya. Pada
sisi lain, begitu juga terhadap para muzakki,
dengan menyerahkan sebagian hartanya karena
Allah Ta'ala berarti mereka meneguhkan jiwa

mereka kepada iman dan ibadah.*

* Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada
Aktivitas Ekonomi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 140-141
* Rozalinda, Ekonomi Islam..., h. 140
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b. Tujuan Pendidikan
Secara umum, tujuan pendidikan yang
terkandung pada distribusi dalam perspektif
ekonomi Islam dapat mewujudkan beberapa tujuan
pendidikan, dimana yang paling penting adalah

sebagai berikut: *°

1) Akhlak al-karimah, pendidikan terhadap akhlak
terpuji, misalnya seperti suka memberi,
berderma, dan mengutamakan orang lain.

2) Mensucikan diri dari akhlak al-mazmumah,
mensucikan diri dari akhlak yang tercela,
seperti kikir, loba, dan mementingkan diri
sendiri (egois).

c. Tujuan Sosial
Tujuan sosial terpenting dalam distribusi
adalah memenuhi kebutuhan kelompok yang
membutuhkan  dan  menghidupkan  prinsip
solidaritas di dalam masyarakat muslim,

mengutamakan ikatan cinta dan kasih sayang di

antara individu dan kelompok di dalam

masyarakat, mewujudkan keadilan di tengah
masyarakat, serta mengikis sebab-sebab kebencian

dalam  masyarakat sehingga terealisasinya

“6 Rozalinda, Ekonomi Islam..., h. 140
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keamanan dan ketenteraman masyarakat, karena

dengan distribusi yang tidak adil dalam pemasukan

dan kekayaan akan berdampak pada adanya
kelompok dan daerah miskin dan meningkatkan
kriminalitas yang berdampak pada
ketidaktentraman.*’
d. Tujuan Ekonomi

Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki
tujuan-tujuan ekonomi yang penting, dimana
diantaranya yaitu:*®

1) Pengembangan dan pembersihan harta, baik
dalam bentuk infak wajib maupun infak
sunnah. Hal ini mendorong pelakunya untuk
selalu  menginvestasikan hartanya dalam
bentuk kebaikan.

2) Memberdayakan sumber daya manusia yang
menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan
modal usaha mereka. Hal ini akan mendorong
setiap orang  untuk  mengembangkan
kemampuan dan kualitas kerja mereka.

3) Memberi andil dalam  merealisasikan
kesejahteraan  ekonomi, dimana tingkat

kesejahteraan  ekonomi sangat berkaitan

4’ Rozalinda, Ekonomi Islam..., h. 141
“8 Rozalinda, Ekonomi Islam..., h. 141
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dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat
konsumsi tidak hanya berkaitan dengan
pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan
cara pendistribusiannya di antara individu
masyarakat.
4) Penggunaan terbaik dari sumber-sumber
ekonomi.
5. Mekanisme Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi
Islam
Mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam
dapat dibagi menjadi dua yaitu mekanisme ekonomi
dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi
adalah mekanisme distribusi dengan mengandalkan
kegiatan ekonomi agar tercapai distribusi kekayaan.*
Mekanisme ekonomi meliputi aktivitas ekonomi yang
bersifat  produktif, berupa berbagai kegiatan
pengembangan harta dalam akad-akad muamalah,
seperti membuka kesempatan seluas-luasnya bagi
berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan individu dan
pengembangan harta melalui investai, larangan
menimbun harta, mengatasi peredaran dan pemusatan

kekayaan disegelintir golongan, larangan kegiatan

* Nunung Nurlacla, “Mekanisme Distribusi Harta Secara
Ekonomis dan Non Ekonomis dalam Sistem Ekonomi Islam”, Jurnal
Ekonomi Islam. Vol. 17 No. 2 2017, h. 178
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monopoli, dan berbagai penipuan dan larangan judi,
riba korupsi dan pemberian suap.®
Mekanisme non-ekonomi adalah mekanisme
yang tidak melalui aktivitas ekonomi produktif
melainkan melalui aktivitas non produktif, seperti
pemberian hibah, hadiah, sedekah, zakat, wakaf dan
warisan. Bentuk-bentuk pendistribusian harta dengan
mekanisme non-ekonomi ini antara lain:>!
a. Pemberian harta negara kepada warga negara yang
dinilai memerlukan
b. Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh
muzakki kepada para mustahik
c. Pemberian infag, sedekah, wakaf, hibah, dan
hadiah dari orang yang mampu kepada yang
memerlukan
d. Pembagian harta waris kepada ahli waris dan lain-
lain
Untuk menciptakan kesejahteraan umat dan
mencapai pemerataan pendapatan kepada masyarakat,
Islam menekankan perlunya membagi kekayaan
kepada masyarakat melalui zakat, wakaf, sedekah,

infak, waris, serta hibah. Dengan demikian, terdapat

0 Kuni Zakiyah, “Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan

(Perspektif Ekonomi Islam)”, Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 2 No. 1 2017, h.

46

> Kuni Zakiyah, “Peran..., h. 47
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instrumen yang mampu mewujudkan keadilan

distribusi dalam ekonomi Islam diantaranya adalah:

a. Zakat

Zakat secara bahasa berarti tumbuh,

bertambah, bersih, dan baik. Sedangkan secara
istilah figh, zakat adalah kadar harta tertentu yang
diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-
orang yang berhak menerimanya.®> Zakat
didistribusikan kepada delapan golongan yang
berhak menerimanya, yaitu fakir, miskin, amil,
muallaf, hamba sahaya, orang yang berutang,
orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang
yang sedang melakukan perjalanan jauh.

b. Wakaf

Wakaf diartikan sebagai suatu jenis

pemberian yang dilakukan dengan cara menahan
(kepemilikan) untuk  dimanfaatkan  guna
kepentingan umum. Secara konsepsional wakaf
dapat dimanfaatkan  untuk  proyek-proyek
penyediaan layanan seperti sekolah gratis bagi
kaum dhuafa dan proyek wakaf produktif yang

dapat menghasilkan pendapatan seperti

52 vusuf Qardawi, Fighuz Zakat, diterjemahkan oleh Salman
Harun et.al. dalam “Hukum Zakat”, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa,
1996), h. 34
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menyewakan bangunan pusat pembelanjaan.
Kesadaran untuk memahami dan mewakafkan
sebagian harta baik secara tunai maupun tidak,
dapat memberikan kontribusi yang cukup besar
dalam terciptanya keadilan distribusi di tengah-
tengah masyarakat. Pada dasarnya, eksistensi harta
wakaf berkaitan dengan kemanfaatan harta bagi
kepentingan umat.>®
c. Waris

Waris dalam Islam erat kaitannya dengan
distribusi kekayaan dalam keluarga, terutama agar
tercipta keadilan dalam pembagian harta waris.
Hal ini tidak terlepas dari konsep Islam bahwa
harta harus tersebar di masyarakat bukan
terkumpul pada satu dua orang saja. Konsep waris
Islam merupakan mekanisme distribusi kekayaan
dan jaminan sosial riil dalam keluarga. Terlepas
dari perbedaan penafsiran dalam ranah hukum,
pembagian harta waris dalam keluarga secara
ekonomi dapat membantu dalam menciptakan
distribusi kekayaan secara adil dan mampu
membantu  mengurangi  kesenjangan  dalam

distribusi  kekayaan. Membagikan harta waris

5% Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Kebijakan..., h. 84-85
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kepada ahli waris yang berhak baik disebabkan
oleh hubungan perkawinan, kekerabatan maupun
perwalian, secara langsung telah menciptakan
jaminan sosial dalam keluarga, agar diantara
anggota keluarga tidak terjadi ketimpangan dalam
memperoleh kekayaan.>*
d. Infaq dan Sedekah

Infak dan sedekah merupakan pemberian
dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi
oleh waktu dan jumlah tertentu, atau suatu
pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai
kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan
pahala semata. Infak diartikan mengeluarkan
sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu
kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat
ada nishab-nya, maka infak tidak memiliki nishab.
Selain tidak ada ketentuan nishab dalam infak,
ketentuan tentang delapan golongan (tsamaniyah

athnaf) yang menerima zakat juga tidak berlaku di

% Nandang lhwanudin, Annisa Eka Rahayu, “Instrumen
Distribusi dalam Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Kesejahteraan
Umat”, Jurnal llmu-l1lmu Al-quran, Hadist, Syari’ah dan Tarbiyah. Vol. 5
No.1 2020, h. 141
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dalam infak. Jadi, infak boleh diberikan kepada
siapa pun.>

Sedekah yaitu memberikan sebagian harta
kepada orang lain baik orang pemberinya kaya
atau pun tidak. Sedekah dalam konsepsi Islam
mempunyai arti yang lebih luas dan tidak hanya
terbatas pada pemberian sesuatu yang bersifat
material. Namun lebih dari itu, sedekah mencakup
semua perbuatan  kebaikan, baik secara fisik
maupun non-fisik. Misalnya, bersedekah dengan
harta, menolong orang, melakukan kebaikan,
mendamaikan antara dua orang yang bermusuhan,
menunjukan sesuatu bagi orang yang tidak
mengerti, dan lain-lainnya. Apabila dicermati lebih
jauh, keberadaan instrumen infak dan sedekah
akan membentuk satu mekanisme jaminan sosial
yang menyeluruh. Bukan hanya untuk kebutuhan
pokok masyarakat, namun lebih  mampu
menciptakan masyarakat yang sejahtera.>®

e. Hibah dan Hadiah
Pemberian dalam bahasa Arab disebut al-

hibah. Secara etimologi, hibah berarti pemberian.

% Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Kebijakan Distribusi dalam
Pembangunan Ekonomi Islam”, Jurnal Hukum Islam. VVol. 14 No.2 2016,
h. 83

% Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Kebijakan..., h. 84
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Pemberian ini dilakukan secara sukarela dalam
mendekatkan  diri  kepada  Allah, tanpa
mengharapkan balasan apapun. Hibah itu
merupakan pemberian sukarela seseorang kepada
orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan
berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi
kepada orang yang diberi.

Hadiah adalah pemberian seseorang kepada
orang lain sebagai penghargaan atau penghormatan
terhadap sesuatu yang telah dilakukannya.
Biasanya hadiah merupakan pemberian terhadap
prestasi dan keberhasilan seseorang. Dalam
kenyataannya, hadiah seringkali diberikan sebagai
balasan terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan
oleh seseorang.”’

B. Program Keluarga Harapan (PKH)
1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan
salah satu program perlindungan sosial di Indonesia
dalam bentuk bantuan sosial. Program Keluarga
Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya
pemerintah  dalam  percepatan  penanggulangan

kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk

>’ Enizar, “Hadiah kepada Pejabat Tinjauan Hadis Rasulullah
SAW?”, Jurnal Tapis, Vol . 12 No 1, 2012, h. 4
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memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Sebagai
sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH
bertujuan membuka akses KPM (Keluarga Penerima
Manfaat) bagi ibu hamil dan anak usia dini dalam
memanfaatkan fasilitas/layanan pendidikan yang
tersedia di dekat tempat tinggal mereka.*®

Program Keluarga Harapan (PKH) yang
selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian
bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang
mampu Yyang terdapat pada Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki komponen
sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta
PKH.>

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program
Keluarga Harapan Pasal 1. Yang dimaksud dengan
Program Keluarga Harapan adalah program pemberian
bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau
seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data

terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh

8 Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal
Perlindungan dan Jaminan sosial, Kementrian Sosial RI. Pedoman
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021, h. 7

% Direktorat Jaminan Sosial Keluarga..., h. 18
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Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan
ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.®
Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya
disingkat KPM adalah keluarga penerima bantuan
sosial PKH vyang telah memenuhi syarat dan
ditetapkan dalam keputusan Direktur Jenderal.
Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang,
dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin,
tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
Pemberi Bantuan Sosial adalah satuan kerja pada
kementerian/lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau
satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah
yang tugas dan fungsinya melaksanakan program
penanggulangan kemiskinan yang meliputi
perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan
sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.®*
Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa
uang yang disalurkan kepada KPM, kepada keluarga
dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau
rentan terhadap risiko sosial. Penyaluran Bantuan
Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang

kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak

80 peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2018 tentang Program Keluarga Harapan, h. 3
%1 Direktorat Jaminan Sosial Keluarga..., h. 18-19
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mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial

berdasarkan penetapan pejabat yang menangani

pelaksanaan PKH. Pendamping Sosial PKH adalah
sumber daya manusia yang direkrut dan
dikontrakkerjakan yang ditetapkan oleh Kementerian

Sosial sebagai pelaksana teknis pengolahan data di

tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota.®

. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan umum Program Keluarga Harapan
(PKH) adalah untuk mengurangi angka kemiskinan
dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Adapun Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki
tujuan sebagai berikut;®
a. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima

Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan,
kesehatan, dan kesejahteraan sosial;

b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan
pendapatan keluarga miskin dan rentan;

c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam
mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta
kesejahteraan sosial;

d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan

%2 Direktorat Jaminan Sosial Keluarga..., h. 19-20
%3 Direktorat Jaminan Sosial Keluarga..., h. 22
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e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan
formal Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pemanfaatan bantuan sosial yang diterima oleh
peserta PKH dapat dimanfaatkan untuk kegiatan
kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, modal
usaha dan kebutuhan lainnya yang mendukung
tercapainya tujuan PKH.
Kriteria Penerima Manfaat PKH
Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
dapat dibedakan berdasarkan komponen, yaitu
komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan
sosial. Setiap komponen memiliki kriteria dengan
rincian berikut:**
a. Komponen Kesehatan
Kriteria penerima Penerima Program
Keluarga Harapan (PKH) komponen kesehatan
adalah sebagai berikut:
1) lIbu hamil/nifas/menyusui.

Ibu  hamil/nifas/menyusui  adalah
kondisi seseorang yang sedang mengandung
kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang
dibatasi dan/atau berada dalam masa

menyusui.

% Direktorat Jaminan Sosial Keluarga..., h. 22-23
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2) Anak Usia Dini
Anak Usia Dini adalah anak dengan
rentang usia 0 — 6 tahun (umur anak di hitung
dari ulang tahun terakhir) yang belum
bersekolah.
Komponen Pendidikan
Kriteria penerima Program Keluarga
Harapan (PKH) komponen pendidikan yakni anak
usia sekolah. Anak usia sekolah yang dimaksud
adalah seorang anak dengan usia 6 sampai 21
tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar,
yang menempuh tingkat pendidikan SD/MI
sederajat atau SMP/Mts sederajat, dan/atau
SMA/MA sederajat.
Komponen Kesejahteraan Sosial
Kriteria penerima Program Keluarga Harapan
(PKH) komponen kesejahteraan sosial adalah
sebagai berikut:
1) Lanjut Usia
Seseorang berusia lanjut mulai dari 70
(tujuh puluh) tahun yang tercatat dalam Kartu
Keluarga yang sama dan berada dalam

keluarga.
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Penyandang disabilitas berat

Penyandang disabilitas berat adalah
penyandang disabilitas yang kedisabilitasnya
sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-
hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung
orang lain dan tidak mampu menghidupi diri
sendiri tercatat dalam Kartu Keluarga yang

sama dan berada dalam keluarga.

4. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat

PKH

a. Hak KPM PKH

Keluarga Penerima Manfaat Program

Keluarga Harapan (PKH) berhak mendapatkan:®

1)
2)
3)

4)

Bantuan Sosial PKH;

Pendampingan sosial PKH;

Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan,
dan/atau kesejahteraan sosial; dan

Program Bantuan Komplementer di bidang
kesehatan,  pendidikan, subsidi  energi,
ekonomi,  perumahan, dan  pemenuhan

kebutuhan dasar lainnya.

% Direktorat Jaminan Sosial Keluarga..., h. 24
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b. Kewajiban KPM PKH

Kewajiban KPM Program Keluarga

Harapan (PKH) pada kondisi Normal terdiri dari:®

1)

2)

3)

4)

Komponen Kesehatan terdiri dari ibu
hamil/nifas/menyusui, anak usia dini (0 — 6
tahun) yang belum bersekolah  wajib
memeriksakan kesehatan pada fasilitas/layanan
kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan;
Komponen Pendidikan terdiri dari anak usia
sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib
mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat
kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh
lima persen) dari hari belajar efektif;
Komponen Kesejahteraan Sosial terdiri dari
lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas
berat, wajib mengikuti kegiatan di bidang
kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang
dilakukan minimal setahun sekali;

KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau
Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga
(P2K2) setiap bulan;

% Direktorat Jaminan Sosial Keluarga..., h. 24-25
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5) Seluruh anggota KPM harus memenuhi
kewajibannya, kecuali jika terjadi keadaan
kahar (force majeure);

6) KPM yang tidak memenuhi kewajibannya akan
dikenakan  sanksi.  Mekanisme  sanksi
ditetapkan lebih lanjut dalam petunjuk
pelaksanaan verifikasi komitmen.

Kewajiban KPM Program Keluarga
Harapan (PKH) pada kondisi pandemi covid-19
terdiri dari:®’

1) Komponen Kesehatan terdiri dari ibu
hamil/nifas/menyusui, anak usia dini (0 — 6
tahun) yang belum bersekolah  wajib
melaksanakan  pola hidup sehat dan
menerapkan protokol kesehatan;

2) Komponen Pendidikan terdiri dari anak usia
sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib
mengikuti kegiatan belajar dengan penerapan
protokol Kkesehatan sesuai peraturan Yyang
ditetapkan oleh pemerintah daerah dan gugus
tugas covid-19;

3) Komponen Kesejahteraan Sosial terdiri dari

lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas

*” Direktorat Jaminan Sosial Keluarga..., h. 26
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berat, wajib mengikuti kegiatan di bidang
kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang
dilakukan minimal setahun sekali dengan
menerapkan protokol kesehatan;

KPM wajib menerima dan menerapkan materi-
materi yang ada dalam modul P2K2 khususnya
modul kesehatan dan penerapan protokol

kesehatan.

5. Mekanisme Penyaluran PKH

Penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan

secara non tunai. Bantuan sosial PKH dicairkan

melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau buku

tabungan dengan mekanisme sebagai berikut:®

a. Pembukaan rekening penerima bantuan sosial

1)

2)

Rekening penerima bantuan sosial dibukakan
secara kolektif secara terpusat sesuai data yang
telah diserahkan dari Direktorat Jaminan Sosial
Keluarga Kementerian Sosial Rl ke Bank
Penyalur.

Pembukaan rekening  diikuti dengan
pencetakan buku tabungan dan Kartu Keluarga

Sejahtera serta PIN Mailer.

%8 Direktorat Jaminan Sosial Keluarga..., h. 29-30
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b. Sosialisasi dan edukasi
Kegiatan  sosialisasi  dan  edukasi
merupakan  aktivitas untuk  menyampaikan
informasi kepada pihak terkait tentang penyaluran
bantuan sosial secara non tunai. Kegiatan
sosialisasi dilakukan oleh Kemensos RI bersama
Bank Penyalur dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya masing-masing.
c. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada
KPM
Bank penyalur melakukan  kegiatan
penyerahan KKS, buku tabungan dan PIN Mailer
kepada penerima manfaat PKH. Untuk kelancaran
pendistribusian KKS dan buku tabungan Bank
Penyalur berkoordinasi dengan Dinas Sosial
setempat.
d. Proses penyaluran bantuan sosial KPM
Penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan
dengan cara pemindahbukuan dari pemberi
bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial
melalui bank penyalur.
e. Penarikan dana bantuan sosial PKH
Penarikan dana bantuan sosial PKH adalah
kegiatan KPM melakukan transaksi penarikan

dana PKH yang dapat dilakukan di layanan yang
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disediakan oleh lembaga bayar seperti ATM,
Kantor Bank, Agen bank dan e-warong.
Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH

Merupakan kegiatan pencocokkan dan
pengecekan administrasi, data dan dana hasil
penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara
berjenjang antara pelaksana PKH dengan bank
penyalur. Kegiatan pengecekan data penyaluran
dilakukan menggunakan aplikasi e-PKH oleh
SDM PKH pada setiap KPM PKH yang telah
menerima bantuan, ataupun yang belum menerima
bantuan. Pada saat pengecekan data penyaluran
KPM, SDM PKH memberikan informasi KPM
melakukan pencairan atau tidak melakukan
pencairan. SDM PKH memberikan informasi
penyebab KPM tidak dapat melakukan pencairan
sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Bantuan sosial kegiatan pemantauan,
evaluasi dan pelaporan bantuan sosial adalah
serangkaian  proses yang dilakukan oleh
Kementerian Sosial, Pelaksana PKH di daerah dan
Bank Penyalur untuk memastikan bahwa bantuan
telah diterima oleh KPM.
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GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Riwayat RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan
Kampung Melayu Kota Bengkulu

RW 09 Kelurahan Kandang Mas terletak di
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. RW 09
Kelurahan Kandang Mas merupakan bagian dari wilayah
Kecamatan Kampung Melayu. Yang mana masyarakat
pada mulanya yang banyak menempati wilayah ini
beraneka ragam, ada yang asli Bengkulu maupun
pendatang dari luar kota yang sudah lama menetap di
Bengkulu. Jumlah Kartu Keluarga (KK) saat ini di RwW 09
adalah 1.376 KK, dan akan terus bertambah karena
sekarang masih proses pemekaran RT. Adapun yang
menjabat sebagai ketua RW 09 Kelurahan Kandang Mas
Kecamatan Kampung Melayu saat ini ialah Bapak John
Kanidi yang sudah menjabat selama tiga tahun sebagai
ketua RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan
Kampung Melayu Kota Bengkulu, dibantu oleh wakil
ketua RW dan bendahara dan juga warga yang ada di
lingkungan RW 09.

Situasi dan kondisi di lingkungan RW 09 ini sudah

mengalami kemajuan. Beberapa kemajuan yang ada di

65
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RW 09 ini dapat dilihat dengan jalanan yang sudah bagus
sehingga lebih mudah untuk transportasi umum, di setiap
rumah diberikan nomor agar lebih mudah mencari alamat,
saat mencari alamat di sini tidak akan sulit lagi karena
sudah diberikan palang di depan gang, lapangan yang ada
di RW 09 biasanya untuk mengadakan kegiatan, bisa
digunakan untuk bermain dan juga perlombaan. Karena
sering sekali mengadakan perlombaan untuk menjaga
keharmonisan di lingkungan rukun tetangga. Perlombaan
yang sering dilaksanakan seperti balap karung, voli, lari
kelereng, bola kaki anak-anak dan tarik tambang.

RW 09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan
Kampung Melayu Kota Bengkulu terdiri dari 9 RT, yaitu:
Tabel 3.1.%

Data Jumlah RT di RW 09 Kelurahan Kandang Mas
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

No. Nama RT
1 RT 17
2 RT 41
3. RT 42
4 RT 47
5 RT 48

% Sumber: Data Dokumen RW 09 Kelurahan Kandang Mas
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
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RT 50

RT 51

RT 52

©| © N o

RT 54

Sumber Data: Dokumen RW 09 Kelurahan Kandang Mas
Kecamatan Kampung Melayu Kota

Bengkulu
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Adapun struktur dalam kepengurusan di RW 09
adalah sebagai berikut:"

Gambar 3.1.
Struktur Kepengurusan RW 09 Kelurahan Kandang

Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

Ketua RW
John Kanidi

Wakil Ketua RW

Dadang Yudika

Bendahara
Erwin Susanto

Sumber Data: Dokumen RW 09 Kelurahan Kandang Mas
Kecamatan Kampung Melayu Kota

Bengkulu

® Sumber: Data Dokumen RW 09 Kelurahan Kandang Mas
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
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B. Visi, Misi dan Tujuan RW 09 Kelurahan Kandang
Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
1. Visi
Terwujudnya lingkungan masyarakat yang
bersih, sehat, beriman, berbudaya dan berwawasan
lingkungan.
2. Misi
Menciptakan lingkungan yang aman, rukun,
nyaman dan bersih. Serta menumbuhkan kepedulian
terhadap lingkungan.
3. Tujuan
Mampu  mewujudkan lingkungan  yang
nyaman, aman, rindang, asri dan bersih.
C. Keadaan Sosial Penduduk
Masyarakat di RW 09 Kelurahan Kandang Mas
terletak di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
memiliki kategori kurang mampu, menengah, dan kaya.
Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya disektor-
sektor yang berbeda-beda. Sebagian besar di sektor
petani/pekebun, buruh bangunan, pedagang, usaha kecil,
PNS, karyawan swasta, dan wiraswasta. Kondisi ekonomi
masyarakat di RW 09 Kelurahan Kandang Mas terletak di
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu terlihat jelas

perbedaannya.
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Kehidupan beragama masyarakat di RW 09
Kelurahan Kandang Mas terletak di Kecamatan Kampung
Melayu Kota Bengkulu berjalan dengan baik dan
harmonis, meskipun adanya perbedaan agama. Walapun
terdapat masyarakat yang beragama selain Islam, namun
demikian, semuanya berjalan dengan damai dan baik-baik
saja tanpa ada konflik antara pemeluk agama lainnya.
Berikut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2"

Data Persentase Agama di RW 09 Kelurahan Kandang
Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

No. Agama Jumlah
1. Islam 95 %
2. Kristen 4%
3. Hindu 1%
4. Budha -

Sumber Data: Dokumen RW 09 Kelurahan Kandang Mas
Kecamatan Kampung Melayu Kota

Bengkulu

"t Sumber: Data Dokumen RW 09 Kelurahan Kandang Mas
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Pendistribusian Dana Program Keluarga Harapan
(PKH) pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas

Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

Program Keluarga Harapan adalah program
pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga
dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar
dalam data terpadu program penanganan fakir miskin,
diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan
Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima
manfaat PKH. Dalam hal ini, penerimaan pemberian
bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH)
untuk masyarakat miskin juga terjadi di Kota
Bengkulu yaitu di RW 09 Kelurahan Kandang Mas
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di RW
09 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung
Melayu Kota Bengkulu sudah dilaksanakan sejak
tahun 2012.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga

71
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Harapan Pasal 37 tentang penyaluran Bantuan Sosial

PKH yaitu:"

a. Penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan secara
nontunai.

b. Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi
Bantuan Sosial PKH dari setiap penyaluran
Bantuan Sosial PKH sebagaimana di maksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani
pelaksanaan PKH.

c. Pelaksanaan  penyaluran  Bantuan  Sosial
sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan
secara bertahap dalam 1 (satu) tahun.

Berikut hal-hal yang perlu disampaikan oleh
pendamping PKH pada kegiatan pertemuan awal:

a. Menginformasikan tujuan PKH

b. Menjelaskan syarat menjadi peserta PKH dan
kelengkapan data pembukaan rekening bank

c. Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM
PKH tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan
dalam program.

d. Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan

pengaduan atas pelaksanaan PKH

"2 peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2018 tentang Program Keluarga Harapan, h. 21
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e. Menjelaskan hak dan kewajiban PKH

f. Penjelasan tentang jadwal penyaluran PKH

g. Penjelasan komitmen komponen kesehatan,

komponen pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Pendistribusian dana Program  Keluarga

Harapan (PKH) pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas

Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sudah

berjalan, yang di tandai dengan adanya masyarakat

yang mendapatkan bantuan PKH.

Tabel 4.1.7

Data Peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH

No. Nama Komponen

1. | Sri Menanti Komponen Kesehatan
2. | Alfi Susanti Komponen Kesehatan
3. | Marham Komponen

Kesejahteraan Sosial

4. | Yusnita Wati Komponen Pendidikan
5. | Putri Herlina Komponen Pendidikan
6. | Ita Hartati Komponen Pendidikan
7. | Rumini Komponen Pendidikan
8. | Nelyus Komponen Pendidikan
9. | Suliyati Komponen Pendidikan

" Sumber: Pendamping PKH RW 09




74

10. | Herwijasanti Komponen Pendidikan
11. | Eli Haryanti Komponen Pendidikan
12. | Misli Komponen Pendidikan
13. | Suryani Komponen Pendidikan
14. | Marna Dewi Komponen Pendidikan
15. | Yusmita Ayani Komponen Pendidikan
16. | Suhaibatul Islamiah | Komponen Pendidikan
17. | Weni Narti Komponen Pendidikan

Sumber: Pendamping PKH RW 09

Berdasarkan hasil penelitian selama di
lapangan, maka peneliti akan menjabarkan beberapa
hasil  penelitian  tersebut  untuk  menjawab
permasalahan yang diambil. Berikut ini hasil temuan
dari wawancara tentang pendistribusian dana Program
Keluarga Harapan (PKH) di RW 09 Kelurahan
Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota
Bengkulu yang terdiri dari beberapa informan.

Untuk mengetahui tentang Program Keluarga
Harapan, sesuai dengan hasil wawancara yang telah
dilakukan peneliti kepada Bapak Deden, selaku
pendamping PKH, mengatakan:

“Program Keluarga Harapan merupakan
program bantuan bersyarat unuk membantu
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para peserta PKH untuk menyekolahkan anak
dan juga untuk memeriksakan kesehatan ibu
hamil dan balita. Serta untuk bantuan untuk
komponen lanjut usia juga. Tujuan PKH ini
adalah untuk memutuskan rantai kemiskinan
antar generasi.”’*

Selain itu, peneliti  juga menanyakan

bagaimana pelaksanaan pendataan Keluarga Penerima

Manfaat PKH. Berikut hasil wawancara:

“Kalau wuntuk yang pertama itu, untuk
pendataan, kami sebagai yang ditugaskan
menjadi pendamping PKH ini, itu hanya
menjalankan tugas memvalidasi sebenarnya ya
dek, dan juga kami mendampingi peserta
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) vyang
dimana nama-namanya telah kami terima dari
pusat kemensos, kemudian dinas sosial, lalu
selanjutnya kami sebagai pendamping PKH
kemudian mencari peserta PKH tersebut di
wilayah yang kami ditugaskan. Pendamping
akan melakukan validasi data para calon KPM
dan dilakukan lah pengumpulan syarat juga
seperti KTP, KK dll, juga dilakukan verifikasi
komitmen vyang disebut pertemuan awal,
dimana untuk mengumpulkan seluruh calon
untuk Kklarifikasi data dan penandatanganan
dari calon KPM yang akan menjadi KPM.
Jadi, pendamping disini hanya memvalidasi
data saja, tidak menetapkan KPM PKH,

2022

" Deden, Pendamping PKH, Wawancara Pada Tanggal 13 Maret
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karena itu riil datanya dari kementerian

sana 9575

Tugas pendamping PKH vyaitu dimana saat
awal menjadi pendamping PKH melaksanakan
kegiatan yang meliputi menyelenggarakan pertemuan
awal, serta sosialisasi program kepada KPM dan
masyarakat umum. Adapun tugas lainnya yaitu
mengadakan pertemuan bulanan kepada Keluarga
Penerima Manfaat (KPM).

Selain itu, peneliti juga menanyakan kategori
orang yang berhak menerima bantuan PKH. Berikut
hasil wawancara yang disampaikan oleh Deden:

“Kemudian sasaran utama dari program PKH
ini yaitu rumah tangga sangat miskin (RTSM),
yang terdiri dari komponen kesehatan,
pendidikan, dan kesejahteraan sosial, yaitu
kategori masyarakat miskin, supaya dapat
meningkatkan pendidikan dan kesehatannya.
Standar dan sasaran PKH itu sendiri sudah
ditetapkan oleh pusat. Proses PKH ini diawali
dengan pemilihan dan penetapan peserta PKH.
Dimana datanya itu langsung dari pusat
melalui Badan Pusat Statistik (BPS). Peserta
yang telah terdata kemudian cek kelapangan
untuk melihat keadaan peserta yang sebenar-
benarnya. Karena ya data PKH ini kita terima
dari pusat langsung, jadi kita tidak terlibat

2022

’® Deden, Pendamping PKH, Wawancara Pada Tanggal 13 Maret
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langsung. Setelah mendapatkan data, barulah
baru ki7%a ke tahap selanjutnya yaitu pertemuan
awal.”

Dalam program PKH pendamping melakukan
strategi dalam pertemuan awal. Sebelum pertemuan
awal dilaksanakan para pendamping membagikan
undangan. Masyarakat yang mendapat undangan
adalah masyarakat yang terdata kategori miskin.
Selanjutnya menentukan letak dan waktu tempat
kumpulnya. Tempat yang digunakan biasanya tempat
umum dimana tempat yang sesuai untuk mengenalkan

program PKH.

“Kami juga ada pertemuan di setiap bulannya.
Itu kami setuju di setiap tanggal 13
disepakatkan,  kami  berkumpul  untuk
mengadakan pertemuan bulanan. Dan tentunya
ini juga bekerja sama dengan ketua kelompok
agar mengkoordinir para peserta PKH. Di
dalam pertemuan nantinya, guna untuk
menjelaskan kembali tentang program PKH
ini, takutnya ada yang lupa atau mungkin
belum sepenuhnya paham ya hehe. Serta juga
menanyakan sambilan berdiskusi ngobrol
gitulah, apakah ada yang menambah
komponen vyang ada di keluarga dan
mengeluarkan apabila komponen yang ada
tersebut tidak memenuhi sebagai syarat
penerima. Jika yang tidak memenuhi

2022

"® Deden, Pendamping PKH, Wawancara Pada Tanggal 13 Maret
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persyaratan maka bantuan PKH nya yaaa
harus dihilangkan, contohnya misal salah satu
keluarga  mendapatkan ~ bantuan  PKH
komponen pendidikan, mempunyai empat
orang anak yang masih sekolah, apabila ada
satu anaknya yang berhenti sekolah maka
bantuan yang satu itu dicabut, yang menerima
bantuan yang tiga aja lagi, begitu.”"’

“Untuk komitmen fasilitas pendidikan anak
yang sedang sekolah absensi kehadiran tidak
boleh kurang dari 85%, apabila absennya
kurang dari 85% maka diproses pencairan
akan ada pengurangan sebesar 10% dari nilai
yang diterima dan apabila kejadian ini
terulang selama tiga bulan maka komponen
yang diterima keluarga akan dicabut. Untuk
ibu hamil dan balita harus memeriksa
kandungannya minimal 4 kali sebelum waktu
kelahiran, dan begitu pula balita harus
memeriksa kesehatan di posyandu terdekat
atau puske:smas.”78

Selain itu, peneliti juga menanyakan tentang

pencairan dana PKH. Berikut hasil wawancaranya:

“Untuk pencairannya itu melalui BRI, dan
jadwal pencairan dari pusatnya langsung mba,
engga nentu tanggalnya berapa pokoknya
dapetnya tiga bulan sekali aja gitu.”79

" Deden, Pendamping PKH, Wawancara Pada Tanggal 13 Maret
2022

"8 Deden, Pendamping PKH, Wawancara Pada Tanggal 13 Maret
2022

7 Deden, Pendamping PKH, Wawancara Pada Tanggal 13 Maret
2022
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Adapun  besaran  nominal  berdasarkan

komponen masing-masing KPM-PKH, yaitu:
Tabel 4.2.%°

Besar Bantuan Komponen PKH

Indeks Bantuan (Rp)
No. | Komponen Bantuan

/ Tahun

1. | Ibu hamil/menyusui Rp3.000.000/tahun
2. | Anak usia dini Rp3.000.000/tahun
3. | Anak SD/sederajat Rp900.000/tahun

4. | Anak SMP/sederajat | Rp1.500.000/tahun
5. | Anak SMA/sederajat | Rp2.000.000/tahun
6. | Disabilitas berat Rp2.400.000/tahun
7. | Lanjut usia Rp2.400.000/tahun

Sumber: Pendamping PKH RW 09

Selain  itu, peneliti juga menanyakan
bagaimana jika ada KPM vyang tidak memenuhi

kewajiban. Berikut hasil wawancaranya:

“Untuk sanksi bagi peserta PKH yang tidak
memenuhi kewajiban, kami tidak terlalu
memberatkan mba, dan kami juga tidak terlalu
mengawasi secara detail, kami juga minta

% Sumber: Pendamping PKH RW 09
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bantuan ketua kelompok untuk mengawasi
peserta penerima PKH. Karena sudah terdapat
buku kegiatan.”®

Dari  hasil wawancara peneliti  dengan
pendamping PKH menandakan bahwa bantuan PKH
memiliki tujuan dan kriteria bagi penerima PKH,
maka bantuan PKH tersebut harus dimanfaatkan
sebaik  mungkin oleh peserta PKH untuk
mensejahterakan  keluarganya. Pendamping PKH
berusaha untuk memberi pelayanan yang terbaik
kepada peserta penerima PKH, selalu berusaha
mempererat silaturahmi dan sabar untuk menghadapi
berbagai keluhan-keluhan peserta PKH. Hal ini sejalan
seperti yang dikatakan oleh Marna Dewi selaku KPM
PKH yang mengatakan bahwa:

“Koordinasi pendamping PKH dengan kami
para penerima PKH sudah lumayan baik,
dengan kami juga rutin  mengadakan
pertemuan dalam bentuk arisan. Hal ini
bertujuan agar komunikasi kami dengan
pelaksana PKH tetap terjalin dengan baik.”®

Untuk  melihat bagaimana pelaksanaan

Program Keluarga Harapan (PKH) serta pemahaman

8 Deden, Pendamping PKH, Wawancara Pada Tanggal 13 Maret
2022

82 Marna Dewi, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 19 Maret
2022
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para KPM terhadap PKH, peneliti melakukan
wawancara kepada para Keluarga Penerima Manfaat
(KPM). Berdasarkan hasil wawancara dengan Yusnita
Wati, selaku Ketua Kelompok PKH di RW 09,

mengatakan bahwa:

“Saya diminta atau istilahnya ditunjuk untuk
menjadi koordinator. Yaa kata lainnya sebagai
perantara agar lebih mudah membantu
pendamping PKH juga. Seperti hal membantu
mengarahkan, mengumpulkan anggota, lalu
jika ada data kurang bisa disampaikan, seperti
misalkan ada KTP yang jika ada bermasalah.
Kemudian setiap satu bulan sekali itu kami
mengadakan pertemuan, di setiap tanggal 13.
Di pertemuan itu nanti, selain membahas jika
ada masalah lain, juga ada pelajaran/pelatihan
untuk ibu-ibu cara agar lebih dekat kepada
anak-anak serta balita, dilakukan bersama
pendamping PKH.”®

Wawancara kepada Ita Hartati, salah satu
Keluarga  Penerima  Manfaat (KPM) PKH,

mengatakan:

“Program Keluarga Harapan (PKH) ini
diberikan untuk warga yang kurang mampu,
yang miskin, contohnya seperti wak sendiri.
Dengan adanya bantuan PKH dari pemerintah
ini, bisa dapat membantu ekonomi. Untuk

8 yustina Wati, Ketua Kelompok PKH, Wawancara Pada
Tanggal 7 Maret 2022
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memenubhi kebutuhan yang banyak
sekarang.”®

“Kalau untuk bagaimana pendataannya kurang
tau juga, tiba-tiba sudah ada saja
pemberitahuan bahwa ternyata menerima
bantuan program PKH dan disuruh datang dan
membawa Syarat-syarat yaitu seperti fotocopy
KTP, KK, Rekening Listrik, Rapor Anak”®

Hasil wawancara dengan Alfi  Susanti,
mengungkapkan bahwa:

“Program keluarga harapan ini diberikan
kepada orang-orang yang memenuhi syarat
untuk menerimanya, seperti yang tidak
mampu, miskin, yang memiliki balita
misalnya, terus juga yang mempunyai anak
kecil yang masih sekolah, dan ada juga
bantuan untuk orang tua yg sudah lansia,
menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi
kami, apalagi program ini digunaka kepada
anak-anak atau keperluan sekolah anak, kami
dengan mudah menyekolahkan anak”®

“Sedangkan untuk jadwal pencairan, jadwalnya

dari pusatnya langsung iga, tidak nentu
tanggalnya berapa pokoknya dapatnya tiga
bulan sekali.”®’

2022

2022

2022

2022

8 |ta Hartati, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 7 Maret
8 |ta Hartati, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 7 Maret
8 Alfi Susanti, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 7 Maret

87 Alfi Susanti, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 7 Maret
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Peneliti juga menanyakan kepada peserta PKH
mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan. Berikut

hasil wawancara dengan Yusmita Ayani, mengatakan:

“Kami dikumpulkan kemudian diberi arahan
juga tentang bantuan PKH ini, sehingga
hasilnya ya kami jadi mengerti lah kalau
program ini tuh ditujukan untuk ibu hamil, dan
anak-anak yang masih sekolah, tapi diberinya
lewat ibu rumah tangga. Terus juga bantuan
PKH ini bukan untuk diberikan sekedar cuma-
cuma saja dek, tapi ada kewajiban yang mesti
kami lakukan juga sebagai penerima PKH,
contohnya seperti bagi yang ibu hamil rutin ke
posyandu, imunisasi balita, terus sama
sekolahin anak. Kalau misal ada diantara
anggota PKH vyang tidak melaksanakan
kewajiban, itu harus siap kami terima kalau
dikenakan teguran atau sanksi 88

Hasil wawancara kepada Sri  Menanti,

mengatakan bahwa:

“Ga masalah bagi saya untuk melakukan
kewajiban sebagai peserta PKH mengikuti
kegiatan di posyandu, tapi kegiatan di
posyandu itu membosankan dan sangat
menyita waktu. Bagaimana tidak, jika
seharusnya saya bisa melakukan pekerjaan

8 Yusmita Ayani, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 17
Maret 2022
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lain namun saya harus menunggu lama di pos
dan anak saya terkadang rewel mba.”®

Wawancara dengan Putri Herlina, mengatakan:

“Selama saya mendapatkan bantuan PKH,
setiap pertemuan bulanan saya selalu hadir,
kalau saya tidak hadir nanti takutnya uang
PKH tidak keluar di bulan selanjutnya.”®

“Untuk  saya  pribadi  belum  pernah
mendapatkan sanksi berupa apapun, karena
saya selalu melakukan peraturan PKH, yang
saya ketahui sanksi bagi yang melanggar
peraturan PKH untuk awalan masih berupa
teguran, jika bulan yang akan datang 3 Kali
tidak hadir dalam pertemuan kelompok maka
akan diberikan sanksi.”*!

Selain itu peneliti juga menanyakan tentang
besaran bantuan yang diterima. Hasil wawancara

dengan Misli, mengatakan:

“Mengenai  jumlah bantuan nya itu sudah
ditetapkan oleh pemerintah pusat, kami hanya
mengikuti saja sesuai dengan jumlah yang
ditetapkan. Dengan adanya program ini iga,
ayuk sendiri sebagai penerima bantuan sangat
merasakan dampak baiknya.”®?

8 Sri Menanti, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 15 Maret
2022

% pytri Herlina, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 15
Maret 2022

L putri Herlina, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 15
Maret 2022

%2 Misli, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 3 Maret 2022
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Wawancara dengan Weni Narti, mengatakan:

“Kalau untuk prosedur detail saya kurang
paham, karena pendamping juga ga
menjelaskan dengan detail tentang prosedur
program PKH ini, saya hanya mengikuti
instruksi dari ketua dan pendamping saja.
Kalau kata ketua pencairan ya saya ke Bank
BRI atau melalui BRILink, kalau kata ketua
perkumpulan kelompok saya datang. Cuma
prosedur seperti itu yang saya tau.”%

“Kalau untuk besaran jumlah bantuan yang
diterima oleh peserta PKH bervariasi
tergantung jumlah anak SD/MI atau
SMP/MTs, jumlah balita, serta ada tidaknya
ibu hamil dalam rumah tangga miskin.”*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
pendistribusian dana PKH dilakukan secara transaksi
penarikan yang dapat dilakukan di layanan seperti
ATM, Kantor Bank, dan Agen bank. Salah satu yang
memperlancar pendistribusian PKH di RW 09 adalah
masyarakat penerima PKH mau mendengarkan apa
yang disampaikan dan diarahkan oleh pendamping.

Peneliti juga menanyakan kepada para KPM

terkait apakah masyarakat merasa terbantu dengan

2022

2022

% Weni Narti, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 11 Maret

% Weni Narti, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 11 Maret
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adanya PKH. Berikut hasil wawancara dengan
Marham, mengatakan:

“Sangat merasa bersyukur bisa mendapat
bantuan PKH ini. Dapat bantuan kategori
lansia. Bisa ~menambah biaya hidup,
meringankan ekonomi yang susah. Kemudian
dipakai untuk kebutuhan sehari-harilah, beli
beras, sayuran, dan yang penting-penting lain
untuk hidup. Jadi bersyukur dan merasa
terbantu. Apalagi sudah tua begini hehe.”®

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Marham
yang mendapatkan bantuan komponen kesejahteraan
sosial lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun.
PKH dapat menunjang proses pengentasan kemiskinan
karena kenapa bantuan PKH sangat membantu
perekonomian bagi orang lansia dimana untuk bekerja
saja mereka tidak mampu lagi.

Senada dengan yang disampaikan oleh

Suhaibatul Islamiah sebagai berikut:

“Jelas memberikan keuntungan. Sekolah kan
butuh perlengkapan juga. Dengan adanya
bantuan PKH ini sehingga kebutuhan sekolah
anak saya seperti baju sekolah, sepatu, buku
tulis bisa terpenuhi, karena itu jadi saya sangat
terbantu dengan adanya program ini. Jadi saya

% Marham, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 20 Maret
2022
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sangat bersyukur pemerintah mengadakan
program PKH ini.”%

Kemudian, wawancara dengan  Nelyus,

mengatakan bahwa:

“Saya rasa belum sepenuhnya terbantu,
meskipun agak terbantulah sedikit dengan
adanya program ini, setidaknya beban kami
yang tergolong miskin  ini  sedikit
berkurang.””

“Hanya pendidikan dan kesehatan anak sedikit
terbantu. Tapi untuk  mengurangi tingkat
kemiskinan belum maksimal.”*®

Wawancara dengan Herwijasanti, mengatakan:

“Bantuan dana PKH yang diberikan kepada
masyarakat sangat bermanfaat. Masyarakat
yang mendapatkan bantuan dana dari PKH
sudah diberitahukan agar dana tersebut harus
digunakan untuk keperluan atau kebutuhan
sekolah anak-anak yang utama bagi yang
mempunyai anak usia sekolah. Masyarakat
dapat dibantu dalam pembiayaan pendidikan
anaknya. Dengan adanya Erogram ini anak
bersekolah jadi meningkat.”®

Selain itu peneliti juga menanyakan tentang
apakah pelaksanaan PKH di RW 09 sudah tepat

% Suhaibatul Islamiah, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal
19 Maret 2022

7 Nelyus, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 20 Maret 2022

% Nelyus, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 20 Maret 2022

° Herwijasanti, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 19
Maret 2022
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sasaran.  Hasil ~wawancara dengan  Suryani,

mengatakan:

“Yang menerima bantuan PKH di RW 09 ini
memang sudah sesuai dengan Kategori,
termasuk miskin semua. Tapi belum rata,
karena masih banyak masyarakat miskin yang
seharusnya dibantu juga tetapi tidak dapat.
Contohnya seperti yang saya kenal,
seharusnya lbu Midarti itu misalnya perlu
dapat juga bantuan, alasannya nya termasuk
miskin, terus dia itu juga punya balita dek.
Sebenarnya setiap program apapun pada tahap
pelaksanaanya pasti ada kendala yang
dihadapi, untuk mencapai tujuan yang
diinginkan perlu pengoptimalan lagi baik dari
sisi pelaksana maupun dana bantuannya.”*®°

Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan

Rumini, yang mengatakan bahwa:

“Masih kurang merata kalau menurut saya sih
mba. Ya seharusnya ada yang berhak dapat
juga, tapi sayangnya belum terdata, jadinya
tidak dapat mbak. Seperti tetangga saya itu, Ibu
Hutnida, seharusnya layak, karena kalau kita
lihat, rumahnya masih papan, dan juga maaf,
anaknya cacat mba. Tapi hal ini kalau saya
tidak salah info, sudah diberitahukan kepada
Ketua RT setempat untuk pengajuan

100 gyryani, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 23 Maret
2022
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penerimaan  bantuan.  Sekarang  masih
menunggu hasil mba.”*%*

Wawancara kepada Yusnita Wati, mengatakan
bahwa:

“Yaaa masih ada dek yang masyarakat sini
yang miskin, tapi belum dapat bantuan PKH.
Jadi terkadang ada yang agak gimana gitu
rasanya ya, bisa dibilang cemburu, karena dia
merasa dia juga harusnya dapat bantuan, tapi
kok malah belum dapat-dapat. Sebenarnya
kalau dilihat keadaan, ya seharusnya juga ikut
termasuk kategori. Tapi ya gimana lagi, itu
pihak sana lagi yang mengurusnya. Tapi
sudah dibilang sama RT, kemungkinan lagi
diusahakan semoga nanti bisa dapat dek.”*%?

Berdasarkan hasil wawancara kepada Eli

Haryanti, mengatakan bahwa:

“Menurut saya sih ada beberapa yang layak
mendapatkan  PKH. Contohnya lbu
Gustinawati. Ayuk Gustina itu dia bekerja
sebagai pembantu rumah tangga, termasuk
miskin juga.”*®

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan
dapat ditarik kesimpulan bahwa pendistribusian dana

101 Rumini, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 17 Maret
2022

192 vustina Wati, Ketua Kelompok PKH, Wawancara Pada
Tanggal 7 Maret 2022

19 Eli Haryanti, Peserta PKH, Wawancara Pada Tanggal 23
Maret 2022
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Program Keluarga Harapan (PKH) pada RW 09
Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung
Melayu Kota Bengkulu sudah berjalan, ditandai
dengan adanya masyarakat yang menerima bantuan
PKH. Pendistribusian dana PKH dilaksanakan dengan
pendamping PKH menerima data calon KPM
(Keluarga Penerima Manfaat) PKH dari Dinas Sosial
Bengkulu, selanjutnya pendamping PKH melakukan
sosialisasi, memvalidasi, dan pertemuan kelompok.
Untuk penyaluran dana, yaitu dengan pembukaan
rekening penerima PKH oleh BRI. Pengambilan dana
dilakukan di BRI dengan Rekening atau ATM masing-
masing penerima bantuan PKH dengan jumlah yang
telah ditetapkan tanpa ada pengurangan atau biaya

apapun.

Kendala dalam Pendistribusian Dana Program
Keluarga Harapan (PKH) pada RW 09 Kelurahan
Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota

Bengkulu

Pendistribusian Dana PKH di RW 09
Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung
Melayu Kota Bengkulu juga tidak lepas dari adanya
kendala. Terkait dengan kendala yang dialami selama

pendistribusian PKH. Berdasarkan hasil wawancara
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kepada Bapak Deden, selaku pendamping PKH,
adalah sebagai berikut:

“Kendala atau hambatan di lapangan yaitu saya

menemukan ada yang KTP dan KK nya tidak
sinkron, itu biasanya kebanyakan disebabkan
terlalu banyak diganti atau perubahan, saya
juga ga begitu yakin. Misal contoh, di KTP,
spasi antar namanya itu tidak sama, itu bisa
jadi masalah juga.”104

Berdasarkan  hasil ~wawancara  dengan
pendamping PKH di atas, kendala di lapangan dalam
pendistribusian yaitu dalam hal pengecekan data yang
diperlukan, terdapat KTP dan KK yang tidak sinkron
satu sama lain, hal ini dapat berdampak pada
terlambatnya waktu pencairan dana nantinya bagi
KPM tersebut.

B. Pendistribusian Dana Program Keluarga Harapan
(PKH) pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dalam

Perspektif Distribusi Islam

Pendistribusian dana Program Keluarga Harapan
(PKH) dilihat dari segi pencapaian tujuan Yyang
sebenarnya adalah bertujuan pada tujuan sosial dalam

ekonomi Islam yaitu memenuhi kebutuhan kelompok

1% Deden, Pendamping PKH, Wawancara Pada Tanggal 13 Maret
2022
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yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas

di dalam masyarakat Muslim, mengutamakan ikatan cinta

dan kasih sayang di antara individu masyarakat, mengikis

sebab-sebab kebencian dalam masyarakat sehingga
keamanan dan  ketentraman  masyarakat  dapat
direalisasikan, karena distribusi kekayaan yang tidak adil
akan berdampak pada kemiskinan dan meningkatkan
kriminalitas, dan mewujudkan keadilan di tengah
masyarakat.

Selanjutnya dilihat dari hal pendistribusian, ada
prinsip-prinsip distribusi dalam Islam yaitu:

1. Prinsip Keadilan dan Pemerataan. Pendistribusian
dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada RW 09
Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung
Melayu Kota Bengkulu belum tercapainya keadilan
dan pemerataan. Sebagaimana yang ditunjukkan
dengan hasil wawancara, diketahui bahwa bantuan
Program Keluarga Harapan (PKH) ini belum
tersalurkan secara adil dan belum rata. Ada yang
memenuhi kriteria tetapi belum mendapat bantuan
PKH, sehingga hal ini menimbulkan ketidakadilan
terhadap masyarakat miskin yang tidak menerima
bantuan PKH dan belum tercapainya pemerataan.

2. Prinsip Persaudaraan dan Kasih Sayang, konsep

persaudaraan (ukhuwah) dalam Islam menggambarkan
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solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam
yang tercermin dalam pola hubungan sesama Muslim.
Dengan adanya pendistribusian dana Program
Keluarga Harapan (PKH) pada RW 09 Kelurahan
Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota
Bengkulu oleh pemerintah yang diberikan kepada
masyarakat miskin agar dapat membantu peningkatan
kesejahteraan bagi mereka, hal ini menggambarkan
adanya bentuk kepedulian antar sesama muslim, yang
dibuktikan dengan bantuan yang diberikan kepada
orang yang membutuhkan. Rasa persaudaraan harus
ditanam dalam umat Islam sehingga tidak terpecah
belah oleh kepentingan duniawi.

Prinsip Solidaritas Sosial. Tujuan sosial terpenting
dalam distribusi adalah memenuhi kebutuhan
kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan
prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim.
Dengan pendistribusian dana Program Keluarga
Harapan (PKH) pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu yang
belum berjalan secara optimal, menyebabkan belum
tercapainya rasa solidaritas, karena prinsip solidaritas
sosial dalam ekonomi Islam mengandung elemen
dasar, yaitu anjuran agar distribusi disertai dengan doa

agar tercapai ketenangan batin dan kestabilan ekonomi
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masyarakat. Dengan belum adil dan belum ratanya
pendistribusian, mengakibatkan ada rasa kecemburuan
sosial antar masyarakat, yang dimana hal ini
menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidaktenangan
dalam bermasyarakat. Hal ini yang menyebabkan

belum tercapainya prinsip solidaritas.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendistribusian dana Program Keluarga Harapan
(PKH) pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu yaitu
dilaksanakan dengan pendamping PKH menerima data
calon KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH dari
Dinas Sosial Kota Bengkulu, selanjutnya pendamping
PKH melakukan sosialisasi, memvalidasi, dan
pertemuan kelompok. Untuk penyaluran dana, yaitu
dengan pembukaan rekening penerima PKH oleh BRI.

2. Kendala yang terjadi terkait dengan pendistribusian
dana PKH pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu yaitu
terdapat KTP dan KK KPM (Keluarga Penerima
Manfaat) PKH yang tidak sinkron satu sama lain.

3. Berdasarkan perspektif distribusi Islam,
pendistribusian dana Program Keluarga Harapan
(PKH) pada RW 09 Kelurahan Kandang Mas
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu belum
sesuai dengan distribusi dalam Islam. Karena belum
memenuhi dua prinsip dalam distribusi Islam, yaitu

prinsip keadilan dan pemerataan, dan prinsip

95
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solidaritas sosial. Namun telah sesuai dengan prinsip
persaudaraan dan kasih sayang.
B. Saran
Ada beberapa saran dari peneliti yang kiranya
dapat dijadikan pertimbangan dan masukan untuk pihak-
pihak terkait:

1. Pemerintah hendaknya selalu melihat dan meninjau
kondisi masyarakatnya secara langsung untuk
memberikan bantuan yang tepat bagi wargannya.

2. Bagi masyarakat, perlu diberdayakan lagi melalui
pengetahuan  keterampilan, agar  mempunyai
penghasilan lain, sehingga mampu memenuhi
kebutuhan bagi keluarga. Dan juga masyarakat miskin
hendaknya jangan salah kaprah, apabila tidak
memenuhi kriteria penerima manfaat PKH, maka tidak
bisa mendapat bantuan PKH.

3. Bagi pendamping, lebih diperhatikan lagi dengan lebih
teliti, apakah usulan dari data yang didapat dari
Kementerian Sosial mengenai calon KPM PKH sudah
sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, karena
pada kenyataannya, sering dijumpai di lapangan
bahwa ternyata ada yang tidak layak mendapat
bantuan, dengan kata lain, tidak memenuhi kriteria

penerima manfaat PKH.
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